
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka percepatan peningkatan kual i tas 
pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
yang baik, yang berorientasi pada pelayanan u m u m , per lu 
adanya kebi jaksanaan keuangan Daerah sesuai ka idah 
pengelolaan keuangan p u b l i k yang tert ib , efisien, 
ekonomis, efektif, t ransparan , dan hertanggungjawah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Pacitan sudah t idak sesuai dengan regulasi dan kondis i 
saat i n i , sehingga per lu d igant i ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
L ingkungan Propinsi Djawa T imur sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4389); 



5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 T a h u n 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
te lah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2012 (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akun tans i Pemerintah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 (Berita Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m e n u r u t asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud 
dadam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatn Pacitan. 
4. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya 

dis ingkat DPRD adalah lembaga perwaki lan rakyat Daerah yang berkedudukan 
sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Pacitan. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPD adalah u n s u r 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPKD 
adalah u n s u r penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Un i t SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) a tau beberapa 
Program. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang d ip impinnya . 

11 . Kuasa PA yang selanjutnya d is ingkat KPA adalah pejabat yang diber i kuasa 
u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

12. T im Anggaran Pemerintah Daerah yang se lanjutnya dis ingkat TAPD adalah t i m 
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebi jakan Kepala Daerah dalam 
rangka penyusunan APBD. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat PPKD adalah 
kepala SKPKD yang mempunya i tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
ber t indak sebagai bendahara u m u m daerah. 

14. Bendahara U m u m Daerah yang se lanjutnya dis ingkat BUD adalah PPKD yang 
bert indak da lam kapasitas sebagai BUD. 

15. Kuasa BUD adalah pejabat yemg diber i kuasa u n t u k melaksanakan tugas BUD. 
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dis ingkat PPTK adalah 

pejabat pada Un i t SKPD yang melaksanakan 1 (satu) a tau beberapa Kegiatan 
dar i sua tu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 



17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi ta ta 
usaha keuangan pada SKPD. 

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang d i t u n j u k u n t u k menerima, 
meny impan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah da lam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang d i t u n j u k 
u n t u k menerima, meny impan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada u n i t kerja SKPD. 

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang d i t u n j u k menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang u n t u k 
keper luan Belanja Daerah da lam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

2 1 . Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah adalah pejabat yang d i t u n j u k u n t u k 
membantu bendahara pengeluaran u n t u k melaksanakan pembayaran kepada 
yang berhak guna kelancaran kegiatan ter tentu . 

22. Pegawai Aparatur Sipi l Negara yang selanjutnya dis ingkat Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri s ip i l dan pegawai pemer intah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
j aba tan pemer intahan a tau diserahi tugas negara la innya dan digaji 
berdasarkan pera turan perundemg-undangan. 

23. Keuangan Daerah adalah semua h a k dan kewajiban Daerah da lam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat d in i la i dengan uang serta 
segala ben tuk kekayaan yang dapat d i jad ikan m i l i k Daerah be rhubung dengan 
hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kese luruhan kegiatan yang me l iput i 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dis ingkat APBN 
adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintah Pusat yang d i te tapkan dengan 
undang-undang. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat APBD 
adalah rencana keuangan t a h u n a n Daerah yang d i te tapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar da r i kas Daerah. 
29. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang d i aku i sebagai penambah 

n i l a i kekayaan bersih da lam periode t a h u n anggaran herkenaan. 
30. Dana Transfer U m u m adalah dana yang d ia lokas ikan dalam APBN kepada 

Daerah u n t u k d igunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 
k e b u t u h a n Daerah da lam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3 1 . Dana Transfer Khusus adalah dana yang dia lokasikan dalam APBN kepada 
Daerah dengan t u j u a n u n t u k membantu mendanai kegiatan khusus , baik fisik 
m a u p u n nonf is ik yang merupakan u r u s a n Daerah. 

32. Dana Bagi Hasi l yang selanjutnya dis ingkat DBH adalah dana yang bersumber 
dar i pendapatan ter tentu APBN yang d ia lokas ikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase te r tentu dengan t u j u a n mengurangi 
ket impangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

33. Dana Alokasi U m u m yang se lanjutnya d is ingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dar i pendapatan APBN yang d ia lokas ikan dengan t u j u a n pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah u n t u k mendanai k ebu tuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

34. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya d is ingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dar i pendapatan APBN yang d ia lokas ikan kepada Daerah ter tentu 
dengan t u j u a n u n t u k membantu mendanai kegiatan k h u s u s yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



35. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang d i aku i 
sebagai pengurang n i la i kekayaan bersih da lam periode t a h u n anggaran 
herkenaan. 

36. Pembiayaan adalah setiap pener imaan yang per lu dibayar kembal i dan/atau 
pengeluaran yang akan d i ter ima kembal i , ba ik pada t a h u n anggaran herkenaan 
m a u p u n pada t a h u n - t a h u n anggaran ber ikutnya . 

37. Pinjaman Daerah adalah semua t ransaks i yang mengakibatkan Daerah 
mener ima sejumlah uang atau mener ima manfaat yang bemi la i uang dar i p ihak 
la in sehingga Daerah tersebut dibebani kewaj iban u n t u k membayar kembal i . 

38. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah j u m l a h uang yang wajib 
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 
d in i la i dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, 
a tau berdasarkan sebab la innya yang sah. 

39. Pemberian Pinjaman Daerah adalah ben tuk investasi Pemerintah Daerah pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah la innya, badan layanan u m u m daerah 
m i l i k Pemerintah Daerah la innya, badan usaha m i l i k negara, Badan Usaha Mi l i k 
Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan h a k memperoleh bunga dan 
pengembalian pokok p in jaman. 

40. Dana Cadangan adalah dana yang d is i s ihkan u n t u k mendanai k ebu tuhan 
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang t idak dapat d ibebankan 
dalam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

4 1 . Beban adalah p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi jasa da lam periode 
pelaporan yang m e n u r u n k a n ekuitas a tau n i l a i kekayaan bersih yang dapat 
berupa pengeluaran a tau konsums i aset a tau t imbu lnya kewajiban. 

42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah u n t u k periode 5 (lima) t ahun . 

43. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan yang se lanjutnya dis ingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

44. Kebijakan U m u m APBD yang se lanjutnya dis ingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebi jakan b idang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dis ingkat PPAS 
adalah program pr ior i tas dan batas maks ima l anggaran yang d iber ikan kepada 
perangkat Daerah u n t u k setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

46. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
dis ingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara u m u m daerah yang 
d igunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

47. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebi jakan dengan pengamhi lan keputusan terhadap kebi jakan 
tersebut d i l akukan da lam perspekti f lebih dar i 1 (satu) t a h u n anggaran dan 
mempert imbangkan imp l ikas i biaya ak ihat keputusan yang bersangkutan pada 
t a h u n ber ikutnya yang d i tuangkan dalam prak i raan maju . 

48. Program adalah bentuk i n s t rumen kebi jakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
Kegiatan yang d i laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
masyarakat yang d ikoord inas ikan oleh Pemerintah Daerah u n t u k mencapai 
sasaran dan t u j u a n pembangunan Daerah. 

49. Kegiatan adalah bagian dar i Program yang d i laksanakan oleh 1 (satu) a tau 
beberapa sa tuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dar i pencapaian 
sasaran t e r u k u r pada sua tu Program dan te rd i r i dar i s ekumpulan t indakan 
pengerahan sumber daya ba ik yang berupa personi l a tau sumber daya manusia , 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dar i 
beberapa a tau semua jen is sumber daya tersebut, sebagai masukan u n t u k 
menghasi lkan ke luaran da lam ben tuk barang/jasa. 



50. Kegiatan T a h u n Jamak adalah kegiatan yang dianggarkgin dan d i laksanakan 
u n t u k masa lebih dar i 1 (satu) t a h u n anggaran yang pekerjaannya d i l akukan 
mela lu i kon t r ak t a h u n j amak . 

5 1 . Keluaran adalah barang a tau jasa yang d ihas i lkan oleh Kegiatan yang 
d i laksanakan u n t u k m e n d u k u n g pencapaian sasaran dan t u j u a n Program dan 
kebi jakan. 

52. Hasi l adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dar i 
Kegiatan da lam 1 (satu) Program. 

53. Sasaran adalah Hasi l yang d iharapkan dar i sua tu Program atau Keluaran yang 
d iharapkan dar i sua tu Kegiatan. 

54. Kinerja adalah Keluaran/Hasi l dar i Program/Kegiatan yang akan atau telah 
dicapai sebubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuant i t as dan 
kua l i tas yang t e rukur . 

55. Kas U m u m Daerah adalah tempat peny impanan uang Daerah yang d i t en tukan 
oleh kepala daerah u n t u k menampung se luruh Penerimaan Daerah dan 
membayar se luruh Pengeluaran Daerah. 

56. Rekening Kas U m u m Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang d i t en tukan oleh kepala daerah u n t u k menampung se luruh 
Penerimaan Daerah dan membayar se luruh Pengeluaran Daerah pada bank 
yang d i te tapkan. 

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara u m u m daerah yang 
d igunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

58. Surat Penyediaan Dana yang se lanjutnya dis ingkat SPD adalah dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan 
pembayaran atas pelaksanaan APBD. 

59. Surat Permintaan Pembayaran yang se lanjutnya d is ingkat SPP adalah dokumen 
yang d igunakan u n t u k mengajukan permintaan pembayaran. 

60. Uang Persediaan yang se lanjutnya dis ingkat UP adalah uang m u k a kerja da lam 
j u m l a h te r tentu yang d iber ikan kepada bendahara pengeluaran u n t u k 
membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/uni t 
satuan kerja perangkat daerah dan/atau u n t u k membiayai pengeluaran yang 
m e n u r u t sifat dan tu juannya t idak m u n g k i n d i l akukan mela lu i mekanisme 
pembayaran langsung. 

6 1 . Pembayaran Langsung yang se lanjutnya d is ingkat LS adalah Pembayaran 
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak la innya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat per intah kerja la innya mela lu i 
penerbitan sura t per in tah membayar langsung. 

62. Tambahan Uang Persediaan yang se lanjutnya disebut TU adalah tambahan 
uang m u k a yang d iber ikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu u n t u k membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
yang t idak c u k u p d idanai dar i UP dengan batas w a k t u dalam 1 (satu) bu lan . 

63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis ingkat SPM adalah dokumen 
yang d igunakan u n t u k penerbi tan surat per in tah pencairan dana atas Beban 
pengeluaran DPA SKPD. 

64. Surat Perintah Membayar UP yang se lanjutnya dis ingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang d i gunakan u n t u k penerbi tan surat per intah pencairan dana atas 
Beban pengeluaran DPA SKPD yang d ipergunakan sebagai UP u n t u k mendanai 
Kegiatan. 

65. Surat Perintah Membayar Gant i Uang Persediaan yang selanjutnya dis ingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang d igunakan u n t u k penerbitan sura t per intah 
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya d ipergunakan 
u n t u k mengganti UP yang te lah dibelanjakan. 



66. Surat Perintah Memhayar TU yang selanjutnya dis ingkat SPM-TU adalah 
dokumen yang d i gunakan u n t u k penerbi tan surat per intah pencairan dana atas 
Beban pengeluaran DPA SKPD, karena k e b u t u h a n dananya t idak dapat 
menggunakan LS dan UP. 

67. Surat Perintah Membayar Langsung yang se lanjutnya disebut SPM-LS adalah 
dokumen yang d i gunakan u n t u k penerbi tan surat per intah pencairan dana atas 
Beban pengeluaran DPA SKPD kepada p ihak ketiga. 

68. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dis ingkat SP2D adalah 
dokumen yang d igunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. 

69. Barang M i l i k Daerah yang se lanjutnya dis ingkat BMD adalah semua barang 
yang dibel i a tau diperoleh atas Beban APBD a tau berasal dar i perolehan la innya 
yang sah. 

70. Sisa Lebih Perhi tungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 

7 1 . P iutang Daerah adalah j u m l a h uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat d in i la i dengan uang 
sebagai ak ihat perjanj ian a tau akihat la innya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan a tau ak ihat la innya yang sah. 

72. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

73. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemer intahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya d i l akukan oleh kementer ian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah u n t u k mel indungi , melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

74. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 

75. Urusan Pemerintahan Pi l ihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang d im i l i k i Daerah. 

76. Pelayanan Dasar adalah pelayanan pub l i k u n t u k memenuhi k ebu tuhan dasar 
warga negara. 

77. Standar Pelayanan M in ima l adalah ketentuan mengenai jenis dan m u t u 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara m in ima l . 

78. Badan Layanan U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat BLUD adalah sistem 
yang d i terapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau u n i t satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam member ikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunya i fleksihilitas da lam pola 
pengelolaan keuangan sehagai pengecualian dar i ke tentuan Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada u m u m n y a . 

79. Badan Usaha Mi l i k Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUMD adalah badan 
usaha yang se luruh a tau sebagian hesar modalnya d im i l i k i oleh Daerah. 

80. Anggaran Kas adalah perk i raan arus kas masuk yang bersumber dar i 
penerimaan dan perk i raan arus kas ke luar u n t u k mengatur ketersediaan dana 
yang c u k u p guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

8 1 . Standar Akuntans i Pemerintahan yang selanjutnya dis ingkat SAP adalah 
pr ins ip-pr ins ip akun tans i yang d i terapkan da lam menyusun dan menyaj ikan 
laporan keuangan pemerintah. 

82. Kebijakan Akun tans i Pemerintah Daerah adalah pr ins ip , dasar, konvensi, 
a tu ran dan p rak t i k spesifik yang d ip i l i h oleh Pemerintah Daerah sehagai 
pedoman da lam menyusun dan menyaj ikan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah u n t u k memenuh i k e b u t u h a n pengguna laporan keuangan dalam rangka 
men ingkatkan keterhandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 
periode m a u p u n antar entitas. 

83. Sistem Akun tans i Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ingkat SAPD adalah 
rangkaian sistematik dar i prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen la in 
u n t u k mewu judkan fungsi akun tans i sejak analisis t ransaks i sampai dengan 
pelaporan keuangan d i l ingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 



84. Bagan A k u n Standar yang selanjutnya dis ingkat BAS adalah daftar kodefikasi 
dan klasi f ikasi terkai t t ransaks i keuangan yang d i susun secara sistematis 
sehagai pedoman da lam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah. 

85. Har i adalah ha r i kerja. 

BAB I I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah d imaksudkan u n t u k 
member ikan pedoman da lam pelaksanaan kegiatan m u l a i dar i perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan Keuangan Daerah. 

(2) Pengaturan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ber tu juan u n t u k : 
a. member ikan acuan/pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
h. mendorong pengelolaan keuangan daerah u n t u k lebih profesional sehingga 

pemer intahan herjalan efektif, efisien, t ransparan dan akuntahe l ; 
c. men ingkatkan pelayanan pub l i k u n t u k mempercepat kesejahteraan 

masyarakat. 

BAB I I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Keuangan Daerah me l iput i : 
a. hak Daerah u n t u k memungut pajak daerah dam retr ihus i daerah serta 

me lakukan p in jaman; 
h. kewajiban Daerah u n t u k menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daeraih dan 

memhayar tag ihan p ihak ketiga; 
c. Penerimaan Daerah; 
d. Pengeluaran Daerah; 
e. kekayaan daerah yang dikelola sendir i a tau oleh p ihak la in berupa uang, surat 

berharga, p iutang , harang, serta hak la in yang dapat d in i la i dengan uang, 
termasuk kekayaan daerah yang d ip isahkan; dan/atau 

f. kekayaan p ihak la in yang d ikuasa i oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan u m u m . 

Pasal 4 

Ruang l ingkup pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah 
i n i me l iput i : 
a. pengelola keuangan daerah; 
h. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan; 
f. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah akuntans i dan 
pelaporan keuangan pemer intah daerah; 

g. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 

h . kekayaan daerah dan u tang daerah; 
i . badan layanan u m u m daerah; 

j . penyelesaian kerugian keuangan daerah; 
k. informasi keuangan daerah; dan 
1. pembinaan dan pengawasan. 



Pasal 5 

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah d i l akukan secara ter t ih , efisien, ekonomis, 
efektif, t ransparan, dan bertanggung jawab dengan memperhat ikan rasa 
keadi lan, kepatutan , manfaat u n t u k masyarakat, serta taat pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d iwu judkan da lam APBD. 

(3) APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah 
Daerah u n t u k me lakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

BAB IV 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

(1) Bupa t i selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
mewaki l i Pemerintah Daerah da lam kepemi l ikan kekayaan daerah yang 
d ip isahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mempunya i kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

h. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD u n t u k dihahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebi jakan terka i t Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambi l t indakan te r tentu da lam keadaan mendesak terkai t Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang sangat d i h u t u h k a n oleh Daerah dan/atau 
masyarakat; 

f. menetapkan kebi jakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h . menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
i . menetapkan pejahat yang bertugas me lakukan pemungutan pajak daerah 

dan re t r ihus i daerah; 
j . menetapkan pejahat yang bertugas me lakukan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejahat yang bertugas me lakukan pengujian atas tagihan dan 

memer in tahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejahat la innya da lam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 

sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan; dan 
m. melaksanakem kewenangan la in sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Bupa t i 

me l impahkan sebagian a tau se luruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejahat 
Perangkat Daerah. 



(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (3) t e rd i r i atas: 
a. sekretaris daerah selaku koord inator Pengelolaan Keuangan Daerah; 
h. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku PA. 

(5) Pel impahan sebagian atau se lu ruh kekuasaan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) d idasarkan pada pr ins ip pemisahan kewenangan antara yang 
memer in tahkan, menguj i , dan mener ima a tau mengeluarkan uang. 

(6) Pel impahan kekuasaan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i te tapkan dengan 
keputusan Bupat i . 

P a s a l 7 

Bupa t i selaku wak i l Pemerintah Daerah da lam kepemi l ikan kekayaan Daerah yang 
d ip isahkan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan sehagai 
pemi l ik modal pada perusahaan u m u m daerah a tau pemegang saham pada 
perseroan daerah. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 8 

(1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (4) h u r u f a mempunya i tugas: 
a. koordinasi da lam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
h. koordinasi d i b idang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. member ikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas la innya d i b idang Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan; dan 
f. memimp in TAPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah her tanggungjawah kepada Bupat i . 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 9 

(1) Kepala PPKD merupakan Kepala SKPD yang melaksanakan u n s u r penunjang 
u rusan pemer intahan pada pemer intah daerah yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

(2) Kepala PPKD sebagaimana d imaksud pada ayat (1), bertugas : 
a. menyusun dan melaksanakan kebi jakan pengelolaan keuangan daerah; 
h. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah d ia tur da lam 
Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas la innya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



(3) PPKD da lam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f d, herwenang: 
a. menyusun kebi jakan dan pedoman pelaksanaan APBD: 
h. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. me lakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. member ikan pe tun juk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 
g. meny iapkan pelaksanaan p in jaman dan pemberian j a m i n a n atas nama 

pemer intah daerah; 
h . melaksanakan sistem akun tans i dan pelaporan keuangan daerah; 
i . menyaj ikan informasi keuangan daerah; dan 

j . me lakukan pencatatan dan pengesahan dalam ha l penerimaan dan 
pengeluaran daerah sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-
undangan, t i dak d i l akukan mela lu i RKUD. 

(4) Selain kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (3), PPKD mempunya i 
kewenangan la in , berupa: 
a. mengelola investasi; 
h. menetapkan anggaran kas; 
c. me lakukan pembayaran mela lu i penerbi tan SP2D; 
d. membuka rekening Kas u m u m daerah; 
e. membuka rekening pener imaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 
g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 
(5) Kewenangan pemungutan pajak daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

h u r u f e merupakan kewenangan PPKD sepanjang u r u s a n pengelolaan keuangan 
daerah, aset daerah dan pendapatan daerah merupakan satu kesatuan 
Perangkat Daerah. 

(6) Dalam ha l kewenangan u r u s a n pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah 
terpisah dengan kewenangan pendapatan daerah, maka pemungutan pajak 
menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memhidangi 
pendapatan daerah. 

Pasal 10 
(1) PPKD selaku BUD mengusu lkan pejahat d i l ingkungan SKPKD kepada Bupat i 

u n t u k d i te tapkan sehagai Kuasa BUD. 
(2) Kuasa BUD sehageiimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan keputusan 

Bupat i . 
(3) Kuasa BUD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 

a. meny iapkan Anggaran Kas; 
h. meny iapkan SPD; 
c. menerb i tkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh hank 

dan/atau lembaga keuangan la innya yang te lah d i t u n j u k ; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang d iper lukan dalam pelaksanaan 

APBD; 
f. meny impan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi; 
h . me lakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban 

APBD; 
i . melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; 

j . me lakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan 
k. me lakukan penagihan Piutang Daerah. 

(4) Kuasa BUD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) her tanggung jawah kepada 
PPKD selaku BUD. 



Pasal 11 

Bupa t i atas u s u l BUD dapat menetapkan lebih dar i 1 (satu) Kuasa BUD d i 
l ingkungan SKPKD dengan pert imbangan besaran j u m l a h uang yang dikelola, 
beban keg a, lokasi, dan/atau rentang kendal i . 

Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

Pasal 12 
(1) Kepala SKPD selaku PA bertugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 
h. menyusun DPA SKPD; 
c. me lakukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang d ip impinnya ; 
e. me lakukan penguj ian atas tag ihan dan memer in tahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan re t r ihus i daerah; 
g. mengadakan ikatan/peganj ian kega sama dengan p ihak la in dalam batas 

anggaran yang te lah d i te tapkan; 
h . menandatangani SPM; 
i . mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang d ip impinnya ; 
j . menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang d ip impinnya ; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang d ip impinnya ; 
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 
m. menetapkan pejahat la innya da lam SKPD yang d ip imp innya dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 
n . melaksanakan tugas la innya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) PA her tanggungjawah atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) kepada Bupa t i mela lu i sekretaris daerah. 

Bagian Ke l ima 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 13 

(1) PA dapat me l impahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Un i t SKPD 
selaku KPA. 

(2) Pel impahan kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berdasarkan 
pert imbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi , dan/atau rentang kendal i . 

(3) Pel impahan kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan oleh 
Bupa t i atas u s u l kepala SKPD. 

(4) Pel impahan kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. me lakukan t indakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban 

anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran Un i t SKPD yang d ip impinnya ; 
c. me lakukan penguj ian atas tag ihan dan memer in tahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/peganj ian kega sama dengan p ihak la in dalam batas 

anggaran yang telah d i te tapkan; 
e. melaksanakan pemungutan re t r ihus i daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawahnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 



(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) KPA 
bertanggung jawab kepada PA. 

Pasal 14 

Apabi la KPA berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan be lum d i t u n j u k 
penggantinya, PA mengambi l a l ih pe l impahan sebagian tugasnya sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 13 ayat (1) dar i kepala U n i t SKPD selaku KPA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Tekn i s Kegiatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 15 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejahat pada SKPD/Unit 
SKPD selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan 
wewenang PA/KPA. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2), PPTK hertanggungjawah kepada PA/KPA. 

Pasal 16 

(1) Penetapan PPTK sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan 
pert imbangan kompetensi j aba tan , besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, 
lokasi , rentang kendal i , dan/atau pert imbangan ohjekti f la innya yang 
kr i ter ianya d i te tapkan Bupat i . 

(2) PPTK sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 
m e n d u d u k i j aba tan s t r u k t u r a l sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam ha l t idak terdapat Pegawai ASN yang m e n d u d u k i j aba tan s t ruk tu ra l , 
PA/KPA dapat menetapkan pejahat fungsional u m u m selaku PPTK yang 
kr i ter ianya d i te tapkan Bupat i . 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 17 

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) h u r u f 1 u n t u k melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

(2) PPK SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas dan 
wewenang: 
a. me lakukan veri f ikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta b u k t i 

kelengkapannya yang d ia jukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
h. menyiapkan SPM; 
c. me lakukan verif ikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akun tans i pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(3) PPK SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak merangkap sehagai 
pejahat dan pegawai yang bertugas me lakukan pemungutan pajak daerah dan 
re t r ihus i daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau 
PPTK. 



Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 18 

(1) Dalam ha l PA me l impahkan sehagian kewenangannya kepada KPA karena 
pert imbangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13 ayat (2), PA menetapkan 
PPK Un i t SKPD u n t u k melaksanakan fungsi ta ta usaha keuangan pada Un i t 
SKPD. 

(2) PPK Un i t SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. me lakukan verif ikasi SPP-TU dan SPP-LS heserta b u k t i kelengkapannya 

yang d ia jukan oleh Bendahara Pengeluaran pemhantu ; 
h. meny iapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang 

d ia jukan oleh Bendahara Pengeluaran pemhantu ; dan 
c. me lakukan verif ikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

pemhantu dan Bendahara Pengeluaran pemhantu . 

Bagian Kesembi lan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 19 

(1) Bupa t i menetapkan Bendahara Penerimaan u n t u k melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD 
atas u s u l PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l i k i tugas 
dan wewenang menerima, meny impan, menyetor ke Rekening Kas U m u m 
Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah 
yang di ter imanya. 

Pasal 2 0 

(1) Dalam ha l PA me l impahkan sehagian kewenangannya kepada KPA, Bupat i 
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pemhantu pada u n i t kerja SKPD 
yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Penerimaan pemhantu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
memi l ik i tugas dan wewenang sesuai dengan l ingkup penugasan yang 
d i te tapkan Bupat i . 

Pasal 21 

(1) Kepala SKPD atas u s u l Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang 
bertugas membantu Bendahara Penerimaan u n t u k meningkatkan efektifitas 
pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas memban tu Bendahara Penerimaan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) me laksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
l ingkup penugasan yang d i te tapkan kepala SKPD. 



Pasal 22 

(1) Bupa t i atas u s u l PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran u n t u k 
melaksanakan tugas kebendaharaan da lam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja pada SKPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l ik i tugas 
dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP 

TU, dan SPP LS; 
h. mener ima dan meny impan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dar i UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 
d. menolak per in tah hayar dar i PA yang t idak sesuai dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan; 
e. menel i t i kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. memhuat laporan pertanggungjawaban secara admin is t ra t i f kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; 
dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam ha l PA me l impahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Bupa t i atas u s u l PPKD 
menetapkan Bendahara Pengeluaran pemhantu . 

(4) Bendahara Pengeluaran pemhantu sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
memi l ik i tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 
h. mener ima dan meny impan pe l impahan UP dar i Bendahara Pengeluaran; 
c. mener ima dan meny impan TU dar i BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pe l impahan UP dan TU yang dikelolanya; 
e. menolak per intah hayar dar i KPA yang t idak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
f. menel i t i kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
h . memhuat laporan pertanggungjawaban secara admin is t ra t i f kepada KPA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 
Pengeluaran secara periodik. 

Pasal 23 

(1) Kepala SKPD atas u s u l Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran u n t u k meningkatkan 
efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
l ingkup penugasan yang d i te tapkan kepala SKPD. 

Pasal 24 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di larang: 
a. melakukem kegiatan perdagangan, pekegaan pemhorongan, dan penjualan jasa; 
h. ber t indak sehagai penjamin atas kegiatan, pekei jaan, dan/atau penjualan jasa; 

dan 
c. meny impan uang pada sua tu hank a tau lembaga keuangan la innya atas nama 

pr ihad i baik secara langsung m a u p u n t idak langsung. 



Bagian Kesepuluh 
T i m Anggaran Pemerintah Daerah 

Pasal 25 

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupa t i d i ban tu oleh TAPD yang d ip impin oleh 
sekretaris daerah. 

(2) TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas Pejahat Perencana 
Daerah, PPKD, dan pejahat l a in sesuai dengan kebu tuhan . 

(3) TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 
a. memhahas kebi jakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
h. menyusun dan memhahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; 
c. menyusun dan memhahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan 

PPAS; 
d. me lakukan verif ikasi RKA SKPD; 
e. memhahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan 

pertanggungjawaban APBD; 
f. memhahas has i l evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

Pertanggungjawaban APBD; 
g. me lakukan verif ikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA 

SKPD; 
h . meny iapkan surat edaran Bupa t i tentang pedoman penyusunan RKA; dan 
i . melaksanakan tugas l a in sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dapat 

mel ihatkan instans i sesuai dengan kebu tuhan . 

BAB V 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal 26 

(1) APBD d i susun sesuai dengan k e b u t u h a n penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 
Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun dengan mempedomani KUA 
PPAS yang d idasarkan pada RKPD. 

(3) APBD mempunya i fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
d i s t r ihus i , dan stahil isasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 
t a h u n d i te tapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 2 7 

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang 
dianggarkan da lam APBD. 

(2} Penerimaan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd i r i atas: 
a. pendapatan daerah; dan 
h. penerimaan pembiayaan daerah. 



(3) Pengeluaran Daerah sehagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas: 
a. helanja daerah; dan 
h. pengeluaran Pembiayaan daerah. 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan da lam APBD sehagaimana d imaksud 
pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang t e r u k u r secara 
rasional yang dapat dicapai u n t u k setiap sumber Penerimaan Daerah dan 
berdasarkan pada ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan da lam APBD sehagaimana d imaksud 
pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian 
tersedianya dana atas Penerimaan Daerah da lam j u m l a h yang cukup . 

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sehagaimana d imaksud pada ayat (3) harus memi l ik i 
dasar h u k u m yang melandasinya. 

(7) Se luruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sehagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d ianggarkan secara h ru to da lam APBD. 

Pasal 28 

Satuan h i t u n g da lam APBD adalah mata uang rup i ah . 

Pasal 29 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah da lam masa 1 (satu) t a h u n 
anggaran sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 30 

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terd i r i atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
h. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan daerah. 

(2) APBD sehagaimana d imaksud pada ayat (1) d ik las i f ikas ikan m e n u r u t Urusan 
Pemerintahan daerah dan organisasi yang d i te tapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Klasif ikasi APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi 
sehagaimana d imaksud pada ayat (2) d isesuaikan dengan kebu tuhan daerah 
berdasarkan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 31 

(1) Pendapatan Daerah sehagaimana d imaksud da lam Pasal 30 ayat (1) h u r u f a 
me l iput i semua penerimaan uang mela lu i Rekening Kas U m u m Daerah yang 
t idak per lu dibayar kembal i oleh Daerah dan pener imaan la innya yang sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan d i aku i sehagai penambah 
ekuitas yang merupakan hak daerah da lam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

(2) Belanja Daerah sehagaimana d imaksud da lam Pasal 30 ayat (1) h u r u f h me l iput i 
semua pengeluaran dar i Rekening Kas U m u m Daerah yang t idak per lu d i ter ima 
kembal i oleh Daerah dan pengeluaran la innya yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan d i a k u i sehagai pengurang ekui tas yang 
merupakan kewajiban daerah da lam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

(3) Pembiayaan daerah sehagaimana d imaksud da lam Pasal 30 ayat (1) h u r u f c 
me l iput i semua penerimaan yang per lu dibayar kembal i dan/atau pengeluaran 
yang akan d i ter ima kembal i , ba ik pada t a h u n anggaran herkenaan m a u p u n 
pada t a h u n anggaran ber ikutnya . 



Bagian Ketiga 
Pendapatan Daerah 

Pasal 32 

Pendapatan Daerah d i r inc i m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
jenis , ohyek, dan r inc ian ohyek Pendapatan Daerah. 

Pasal 33 

Pendapatan Daerah sehagaimana d imaksud dalam Pasal 32 terd i r i atas: 
a. pendapatan asli daerah; 
h . pendapatan transfer; dan 
c. la in- la in Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 34 

(1) Pendapatan asli Daerah sehagaimana d imaksud dalam Pasal 33 h u r u f a 
me l iput i : 
a. pajak daerah; 
h. re t r ihus i daerah; 
c. has i l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip isahkan; dan 
d. la in- la in pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pendapatan pajak daerah dan re t r ihus i daerah sehagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f a dan h u r u f h me l i pu t i pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan 
re t r ihus i daerah. 

(3) Hasi l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip isahkan sehagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f c merupakan Penerimaan Daerah atas hasi l penyertaan 
modal daerah. 

(4) La in- la in pendapatan asl i Daerah yang sah sehagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f d te rd i r i atas: 
a. hasi l penjualan BMD yang t idak d ip isahkan; 
h. has i l pemanfaatan B M D yang t idak d ip isahkan; 
c. has i l kerja sama daerah; 
d. j asa giro; 
e. has i l pengelolaan dana hergulir ; 
f. pendapatan hunga; 
g. pener imaan atas t u n t u t a n gant i kerugian Keuangan Daerah; 
h . pener imaan komis i , potongan, a tau hen tuk la in sehagai ak ihat penjualan, 

tukar -menukar , h ihah , asurans i , dan/atau pengadaan harang dan jasa 
te rmasuk penerimaan a tau penerimaan la in sehagai ak ihat penyimpanan 
uang pada hank, penerimaan dar i has i l pemanfaatan harang daerah atau 
dar i kegiatan la innya merupakan Pendapatan Daerah; 

i . penerimaan keun tungan dar i selisih n i l a i t u k a r rup i ah terhadap mata uang 
asing; 

j . pendapatan denda atas keter lamhatan pelaksanaan pekerjaan; 
k. pendapatan denda pajak daerah; 
1. pendapatan denda re t r ihus i daerah; 
m. pendapatan hasi l eksekusi atas j a m i n a n ; 
n . pendapatan dar i pengembalian; 
o. pendapatan dar i BLUD; dan 
p. pendapatan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-

undangan. 



Pasal 35 

Pemerintah Daerah di larang: 
a. me lakukan pungu tan a tau yang disehut nama la innya yang dipersamakan 

dengan pungu tan d i luar yang d ia tur da lam undang-undang ; dan 
h. me lakukan p u n g u t a n yang menyehahkan ekonomi hiaya t inggi, menghamhat 

mohi l i tas penduduk, l a lu l in tas harang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 
ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional . 

Pasal 36 

(1) Pendapatan transfer sehagaimana d imaksud da lam Pasal 33 h u r u f h me l iput i : 
a. transfer Pemerintah Pusat; dan 
h. transfer antar-daerah. 

(2) Transfer Pemerintah Pusat sehagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a te rd i r i 
atas: 
a. dana per imhangan; 
h. dana insent i f daerah; dan 
c. dana desa. 

(3) Transfer antar-daerah sehagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f h terd i r i atas: 
a. pendapatan hagi hasi l ; dan 
h. han tuan keuangan. 

Pasal 3 7 

(1) Dana per imhangan sehagaimana d imaksud da lam Pasal 36 ayat (2) h u r u f a 
terd i r i atas: 
a. Dana Transfer U m u m ; dan 
h. Dana Transfer Khusus. 

(2) Dana Transfer U m u m sehagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a terdir i atas: 
a. DBH; dan 
h. DAU. 

(3) Dana Transfer Khusus sehagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f h terd i r i atas: 
a. DAK Fisik; dan 
h. DAK Non Fisik. 

Pasal 38 

(1) DBH sehagaimana d imaksud da lam Pasal 37 ayat (2) h u r u f a hersumher dar i : 
a. pajak; dan 
h. sumher daya a lam. 

(2) DBH yang hersumher dar i pajak sehagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
te rd i r i atas: 
a. pajak h u m i dan hangunan sektor perkehunan, pertamhangan, dan 

perhutanan ; 
h. pajak penghasi lan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajih Pajak Orang Prihadi Dalam 

Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 ; dan 
c. cuka i hasi l t emhakau. 
sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) DBH yang hersumher dar i sumher daya a lam sehagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f h herasal dar i : 
a. penerimaan kehu tanan yang herasal dar i i u r a n i j in usaha pemanfaatan 

h u t a n , provisi sumher daya h u t a n , dan dana rehoisasi yang d ihas i lkan dar i 
wi layah Daerah yang bersangkutan; 



b. penerimaan dar i panas b u m i yang berasal da r i penerimaan setoran bagian 
Pemerintah Pusat, i u r a n tetap, dan i u r a n produks i yang d ihas i lkan dar i 
wi layah Daerah; dan 

c. penerimaan per ikanan yang berasal dar i pungu tan pengusaha per ikanan 
dan pungu tan hasi l per ikanan yang d ihas i lkan dar i wi layah daerah yang 
bersangkutan. 

Pasal 39 

DAU bersumber dar i pendapatan APBN yang dia lokasikan dengan t u j u a n 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah u n t u k mendanai k ebu tuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 0 

Dana Transfer Khusus sebagaimana d imaksud dalam Pasal 37 ayat (1) h u r u f b 
bersumber dar i APBN yang d ia lokas ikan pada Daerah u n t u k mendanai Kegiatan 
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
yang d i te tapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 41 

Dana insent i f daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 36 ayat (2) h u r u f b 
bersumber dar i APBN yang d ia lokas ikan kepada Daerah ter tentu berdasarkan 
kr i te r ia t e r tentu dengan t u j u a n u n t u k member ikan penghargaan atas perbaikan 
dan/atau pencapaian Kinega te r tentu . 

Pasal 42 

(1) Dana desa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 36 ayat (2) h u r u f e bersumber 
dar i APBN yang d i p e r u n t u k k a n bagi Desa yang ditransfer mela lu i APBD dan 
d igunakan u n t u k membiayai penyelenggaraan pemer intahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Dana desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1) B a n t u a n keuangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 36 ayat (3) h u r u f b 
merupakan dana yang d i te r ima dar i Daerah la innya baik da lam rangka kerja 
sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 
t u j u a n ter tentu la innya. 

(2) Ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd i r i atas: 
a. ban tuan keuangan dar i Provinsi Jawa T imur ; 
b. ban tuan keuangan dar i Provinsi Lainnya; dan 
c. ban tuan keuangan dar i luar Daerah. 



Pasal 44 

Lain- la in Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 33 
h u r u f c me l iput i : 
a. h ibah ; 
b. dana darurat ; dan/atau 
c. la in- la in pendapatan sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 45 

Hibah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 44 h u r u f a merupakan ban tuan berupa 
uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dar i Pemerintab Pusat, Pemerintab 
Daerab la in , masyarakat, dan badan usaha da lam negeri a tau luar negeri yang t idak 
mengikat u n t u k menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerab sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-
undangan. 

Pasal 46 

Dana darura t sebagaimana d imaksud da lam Pasal 44 b u r u f b merupakan dana 
yang berasal dar i APBN yang d iber ikan kepada Daerab pada tabap pasca bencana 
u n t u k mendanai keper luan mendesak yang d iak iba tkan oleb bencana yang t idak 
m a m p u ditanggulangi oleb Daerab dengan menggunakan sumber APBD sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal 4 7 

(1) Belanja Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasal 30 ayat (1) b u r u f b u n t u k 
mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerab. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pi l ihan sesuai dengan ke tentuan peraturan perLmdang-
undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana d imaksud pada ayat (2) terd i r i atas 
Urusan Pemerintahan Wajib yang terka i t Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang t idak terka i t Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pi l ihan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan potensi yang d i m i l i k i Daerab. 

(5) Belanja Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia lokas ikan dengan 
mempr ior i taskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 
Dasar da lam rangka pemenuban Standar Pelayanan Min ima l . 

(6) Belanja Daerab u n t u k pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang t idak 
terka i t dengan Pelayanan Dasar d ia lokas ikan sesuai dengan kebu tuhan daerah. 

(7) Belanja Daerah u n t u k pendanaan Urusan Pemerintahan Pi l ihan dia lokasikan 
sesuai dengan pr ior i tas daerah dan potensi yang d im i l i k i Daerah. 



Pasal 48 

Daerah berkewajiban mengalokasikan belanja u n t u k mendanai Urusan 
Pemerinteihan daerah yang besarannya te lah d i te tapkan sesuai dengan ketentuan 
pera turan perundang-undangan. 

Pasal 49 

(1) Belanja Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 47 ayat (5) herpedoman 
pada standar beu-ga satuan regional, anal isis standar belanja, dan/atau standar 
teknis sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Belanja Daerab sebagaimana d imaksud da lam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) 
herpedoman pada standar barga satuan regional, analisis standar belanja, 
dan/atau standar teknis sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dan standar barga satuan d i te tapkan dengan Peraturan Bupat i . 

(4) Analisis standar belanja, standar barga satuan, dan/atau standar teknis 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i gunakan u n t u k menyusun rencana kerja 
dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

(5) Belanja Daerab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i r inc i 
m e n u r u t Urusan Pemerintahan Daerab, organisasi, Program, Kegiatan, jenis , 
obyek, dan r inc ian obyek Belanja Daerab. 

Pasal 50 

Urusan Pemerintahan daerab sebagaimana d imaksud dalam Pasal 49 ayat (5) 
diselaraskan dan d ipadukan dengan belanja negara yang d ik las i f ikas ikan m e n u r u t 
fungsi yang antara la in terd i r i atas: 
a. pelayanan u m u m ; 
b. ketert iban dan keamanan; 
c. ekonomi; 
d. per l indungan l ingkungan b idup ; 
e. perumaban dan fasilitas u m u m ; 
f. kesebatan; 
g. pariwisata; 
b. pendid ikan; dan 
i . per l indungan sosial. 

Pasal 51 

Belanja Daerab m e n u r u t organisasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 49 ayat (5) 
d isesuaikan dengan susunan organisasi yang d i te tapkan berdasarkan ketentuan 
pera turan perundang-undangan. 

Pasal 52 

(1) Belanja Daerab m e n u r u t Program dan Kegiatan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 49 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerab berdasarkan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Program dan Kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) r inc iannya pal ing 
sedikit mencakup: 
a. target dan Sasaran; 
b. ind ikator capaian Keluaran; dan 
c. ind ikator capaian Hasi l . 



(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta ind ikator capaian Hasil dan 
ind ikator capaian Keluaran yang d idasarkan pada pr ior i tas nasional d i susun 
berdasarkan nomenk la tur Program dan pedoman penentuan ind ikator Hasil dan 
ind ikator Keluaran sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53 

(1) Klasif ikasi Belanja Daerab te rd i r i atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal ; 
c. belanja t i dak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

(2) Belanja operasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f a merupakan 
pengeluaran anggaran u n t u k Kegiatan sebari-bari Pemerintab Daerab yang 
memberi manfaat j angka pendek. 

(3) Belanja modal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b merupakan 
pengeluaran anggaran u n t u k perolehan aset tetap dan aset la innya yang 
memberi manfaat lebib dar i 1 (satu) periode akuntans i . 

(4) Belanja t idak terduga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f c merupakan 
pengeluaran anggaran atas Beban APBD u n t u k keper luan darura t termasuk 
keper luan mendesak yang t idak dapat d iprediks i sebelumnya. 

(5) Belanja transfer sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f d merupakan 
pengeluaran uang dar i Pemerintab Daerab kepada Pemerintab Daerab la innya 
dan/atau dar i Pemerintab Daerab kepada pemerintab desa. 

Pasal 54 

(1) Belanja operasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1) b u r u f a d i r inc i 
atas jenis : 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 
d. belanja subsid i ; 
e. belanja b ibab ; dan 
f. belanja ban tuan sosial. 

(2) Belanja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1) b u r u f b d i r inc i 
atas j en is belanja modal . 

(3) Belanja tideik terduga sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1) h u r u f c 
d i r inc i atas j en is belanja t idak terduga. 

(4) Belanja transfer sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1) h u r u f d d i r inc i 
atas jenis : 
a. belanja bagi hasi l ; dan 
b. belanja ban tuan keuangan. 

Pasal 55 

(1) Belanja pegawai sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (1) h u r u f a 
d igunakan u n t u k menganggarkan kompensasi yang d i te tapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan kepada 
Bupat i/Wak i l Bupa t i , p impinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 
belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



Pasal 56 

(1) Pemerintah Daerah dapat member ikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
ASN dengan memperhat ikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 
persetujuan DPRD sesuai dengain ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasi lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan 
berdasarkan pert imbangan beban kega, tempat bertugas, kondis i kega, 
kelangkaan profesi, prestasi kega, dan/atau pert imbangan ohjekti f la innya. 

(3) Pemberian tambahan penghasi lan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan dengan Peraturan Bupat i dengan 
herpedoman pada ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(4) Dalam ha l be lum adanya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pemberian tambahan penghasi lan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3), Bupa t i dapat member ikan tambahan penghasilan bagi Pegawai 
ASN setelah mendapat persetujuan Menter i . 

Pasal 5 7 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 54 ayat (1) h u r u f 
b d igunakan u n t u k menganggarkan pengadaan barang/jasa yang n i l a i 
manfaatnya k u r a n g dar i 12 (dua belas) bu lan , t e rmasuk barang/jasa yang akan 
diserahkan a tau d i jua l kepada masyarakat/pihak ketiga. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) da lam rangka 
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 58 

Belanja bunga sebagaimana d imaksud dalam Pasal 54 ayat (1) h u r u f c d igunakan 
u n t u k menganggarkan pembayaran bunga Utang yang d ih i tung atas kewajiban 
pokok Utang berdasarkan peganj ian p in jaman. 

Pasal 59 

(1) Belanja subsid i sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (1) h u r u f d 
d igunakan agar harga j u a l p roduks i a tau jasa yang d ihas i lkan oleh BUMD 
dan/atau badan usaha m i l i k swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sehingga dapat tegangkau oleh masyarakat. 

(2) BUMD dan/atau badan usaha m i l i k swasta sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) merupakan badan yang menghas i lkan p roduk atau jasa Pelayanan Dasar 
masyarakat. 

(3) BUMD, badan usaha m i l i k swasta, dan/atau badan h u k u m la in sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) yang akan d iber ikan subsid i terlehih d a h u l u d i l akukan 
aud i t keuangan oleh kantor a k u n t a n pub l i k sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Hasi l aud i t sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan bahan 
pert imbangan u n t u k member ikan subsidi . 

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) waj ib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana subsid i kepada Bupat i . 

(6) Ketentuan lebih lan jut mengenai ta ta cara pemberian dan pertanggungjawaban 
subsidi d ia tur da lam Peraturan Bupat i . 



Pasal 60 

(1) Belanja h ibah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (1) h u r u f e d iber ikan 
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah la innya, badan usaha mi l i k 
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan 
yang berbadan h u k u m Indonesia, yang secara spesifik telah di tetapkan 
pe runtukannya , bersifat t idak waj ib dan t idak mengikat, serta t idak secara terus 
menerus setiap t a h u n anggaran, kecual i d i t en tukan la in sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Pemberian h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t u j u k a n u n t u k 
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 
sesuai kepent ingan Daerah da lam m e n d u k u n g terselenggaranya fungsi 
pemer intahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhat ikan 
asas keadi lan, kepatutan , rasionalitas, dan manfaat u n t u k masyarakat. 

(3) Belanja h ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dianggarkan da lam APBD 
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mempr ior i taskan 
pemenuban belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pi l ihan, kecual i d i t en tukan la in sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 61 

(1) Belanja ban tuan sosial sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (1) h u r u f f 
d i gunakan u n t u k menganggarkan pemberian ban tuan berupa uang dan/atau 
barang kepada ind iv idu , keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 
sifatnya t idak secara terus menerus dan selektif yang ber tu juan u n t u k 
me l indung i dar i k emungk inan ter jadinya resiko sosial, kecual i da lam keadaan 
ter tentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan ter tentu dapat berke lanjutan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i a r t i kan bahwa ban tuan sosial dapat d iber ikan setiap t a h u n anggaran sampai 
penerima ban tuan telah lepas dar i resiko sosial. 

(3) Belanja b a n t u a n sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ianggarkan da lam 
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mempr ior i taskan 
pemenuban belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pi l ihan, kecual i d i t en tukan la in sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-
undangan. 

Pasal 62 

(1) Belanja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (2) d i gunakan u n t u k 
menganggarkan pengeluaran yang d i l akukan da lam rangka pengadaan aset 
tetap dan aset la innya. 

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memenuh i kr i ter ia : 
a. mempunya i masa manfaat lebih dar i 12 (dua belas) bu lan ; 
b. d i gunakan da lam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
c. batas m i n i m a l kapita l isasi aset. 

(3) Ketentuan lebih lan ju t mengenai Batas m i n i m a l kapita l isasi aset sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f c d i a tu r da lam Peraturan Bupat i . 

(4) Aset tetap sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dianggarkan da lam belanja 
modal sebesar harga beli a tau bangun aset d i tambah se luruh belanja yang 
terkai t dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap d igunakan. 



Pasal 63 

Belanja modal sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (2) me l iput i : 
a. belanja tanah , d i gunakan u n t u k menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud u n t u k d ipakai da lam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 
da lam kondis i siap d ipakai ; 

b. belanja peralatan dan mesin, d i gunakan u n t u k menganggarkan peralatan dan 
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat e lektronik, inventaris 
kantor , dan peralatan la innya yang n i la inya signi f ikan dan masa manfaatnya 
lebih dar i 12 (dua belas) bu l an dan dalam kondis i siap pakai ; 

c. belanja hangunan dan gedung, d i gunakan u n t u k menganggarkan gedung dan 
hangunan mencakup se luruh gedung dan hangunan yang diperoleh dengan 
maksud u n t u k d ipaka i da lam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 
da lam kondis i siap d ipakai ; 

d. belanja j a l an , ir igasi, dan ja r ingan , d i gunakan u n t u k menganggarkan j a l an , 
ir igasi, dan j a r ingan mencakup j a l a n , ir igasi, dan j a r ingan yang d ibangun oleh 
Pemerintah Daerah serta d i m i l i k i dan/atau d ikuasa i oleh Pemerintah Daerah 
dan dalam kond is i siap d ipakai ; 

e. belanja aset tetap la innya, d igunakan u n t u k menganggarkan aset tetap la innya 
mencakup aset tetap yang t idak dapat d ike lompokkan ke da lam kelompok aset 
tetap sebagaimana d imaksud pada h u r u f a sampai dengan h u r u f d, yang 
diperoleh dan d imanfaatkan u n t u k kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 
dalam kondis i siap d ipakai ; dan 

f. belanja aset la innya, d i gunakan u n t u k menganggarkan aset tetap yang t idak 
d igunakan u n t u k keper luan operasional Pemerintah Daerah, t idak memenuh i 
defmisi aset tetap, dan harus d isa j ikan d i pos aset la innya sesuai dengan n i l a i 
tercatatnya. 

Pasal 64 

Belanja bagi has i l sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54 ayat (4) h u r u f a 
dianggarkan da lam APBD sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 65 

(1) Belanja ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 54 ayat (4) 
h u r u f b d iber ikan kepada Daerah la in da lam rangka kerja sama daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau t u j u a n ter tentu 
la innya. 

(2) B a n t u a n keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan 
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah mempr ior i taskan pemenuban 
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pi l ihan serta 
alokasi belanja yang d iwaj ibkan oleh pera turan perundang-undangan, kecual i 
d i t en tukan la in sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) Ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d iber ikan 
kepada : 
a. Daerah la in ; 
b. Daerah Provinsi Jawa T imur ; 
c. Daerah prov insi la innya; dan/atau 
d. Desa. 

(4) Ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) bersifat u m u m atau 
khusus . 

(5) Pe runtukan dan pengelolaan ban tuan keuangan yang bersifat u m u m 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d iserahkan kepada Pemerintah Daerah 
penerima ban tuan . 



(6) Pe runtukan ban tuan keuangan yang bersifat k h u s u s sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4) d i te tapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi ban tuan dan 
pengelolaannya d iserahkan kepada penerima ban tuan . 

(7) Pemberi ban tuan keuangan bersifat k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat 
(6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping da lam APBD atau 
anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan . 

Pasal 66 

(1) Belanja t idak terduga sebagaimana d imaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD u n t u k keadaan darura t 
termasuk keper luan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran 
atas Penerimaan Daerah t a h u n - t a h u n sebelumnya. 

(2) Dalam ha l belanja t idak terduga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak 
mencukup i , menggunakan: 
a. dana dar i has i l penjadwalan u lang capaian Program dan Kegiatan la innya 

serta pengeluaran Pembiayaan dalam t a h u n anggaran beg'alan; dan/atau 
b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

(3) Penjadwalan u lang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) h u r u f a d i formulas ikan ter lehih d a h u l u da lam Perubahan DPA SKPD. 

Pasal 6 7 

(1) Keadaan darura t sebagaimana d imaksud dalam pasal 65 ayat (1) me l iput i : 
a. bencana a lam, bencana non-a lam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

pub l ik . 
(2) Keperluan mendesak sebagaimana d imaksud da lam pasal 65 ayat (1) me l iput i : 

a. k e b u t u h a n daerah da lam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya be lum tersedia da lam t a h u n anggaran herjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran Daerah yang berada d i luar kendal i Pemerintah Daerah dan 

t idak dapat d ipred iks ikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah la innya yang apabi la d i tunda akan men imbu lkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

(3) Kri ter ia keadaan da rura t dan keper luan mendesak sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) d i te tapkan dalam Perda tentang APBD t a h u n herkenaan. 

(4) Pengeluaran u n t u k mendanai keadaan darura t yang be lum tersedia 
anggarannya, d i formulas ikan ter lehih d a h u l u da lam RKA SKPD, kecual i u n t u k 
k ebu tuhan tanggap darura t bencana, konf l ik sosial, dan/atau kejadian luar 
biasa. 

(5) Belanja u n t u k k ebu tuhan tanggap da rura t bencana, konf l ik sosial, dan/atau 
kejadian luar biasa sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i gunakan sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(6) Pengeluaran u n t u k mendanai keper luan mendesak yang be lum tersedia 
anggarannya dan/atau t idak c u k u p tersedia anggarannya, d i formulas ikan 
ter lehih d a h u l u da lam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 



Bagian Ke l ima 
Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 68 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 30 ayat (1) h u r u f c 
te rd i r i atas: 
a. pener imaan Pembiayaan; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i r inc i m e n u r u t 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, j en is , obyek, dan r inc ian obyek 
Pembiayaan daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
bersumber dar i : 
a. SiLPA; 
b. pencairan Dana Cadangan; 
c. has i l penjualan kekayaan daerah yang d ip isahkan; 
d. penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. penerimaan kembal i Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
f. penerimaan Pembiayaan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b dapat 

d igunakan u n t u k Pembiayaan: 
a. pembayaran cic i lan pokok Utang yang j a t u b tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
e. pengeluaran Pembiayaan la innya sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap 

pengeluaran Pembiayaan. 
(6) Pembiayaan neto sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d igunakan u n t u k 

m e n u t u p defisit anggaran. 

Paragraf 2 
Penerimaan Pembiayaan 

Pasal 69 

SiLPA sebagaimana d imaksud da lam Pasal 68 ayat (3) h u r u f a bersumber dar i ; 
a. pe lampauan penerimaan PAD; 
b. pe lampauan penerimaan pendapatan transfer; 
c. pe lampauan penerimaan la in - la in Pendapatan Daerab yang sab; 
d. pe lampauan penerimaan Pembiayaan; 
e. pengbematan belanja; 
f. kewajiban kepada p ihak ketiga sampai dengan akh i r t a h u n be lum terselesaikan; 

dan/atau 
g. sisa dana ak ihat t idak tercapainya capaian target Kinega dan sisa dana 

pengeluaran Pembiayaan. 



Pasal 70 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 68 ayat (3) 
h u r u f b d igunakan u n t u k menganggarkan pencairan Dana Cadangan dar i 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas U m u m Daerah dalam t a h u n 
anggaran herkenaan. 

(2) J u m l a h Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
j u m l a h yang telah d i te tapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana 
Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan da lam 1 (satu) t a h u n anggaran menjadi penerimaan 
Pembiayaan APBD da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

(4) Dalam ha l Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) be lum 
d igunakan sesuai dengan pe runtukannya , dana tersebut dapat d i tempatkan 
dalam portofolio yang member ikan has i l tetap dengan r is iko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan d i laporkan sebagai bagian yang t idak terp isahkan dar i 
laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang d ica i rkan dar i rekening Dana Cadangan 
ke Rekening Kas U m u m Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecual i 
d i t en tukan la in sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 71 

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang d ip isahkan sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 68 ayat (3) h u r u f c d i l akukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penerimaan atas has i l penjualan kekayaan daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d icatat berdasarkan b u k t i penerimaan yang sah. 

Pasal 72 

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 68 ayat (3) 
h u r u f d d idasarkan pada j u m l a h p in jaman yang akan d i ter ima dalam t a h u n 
anggaran herkenaan sesuai dengan yang d i te tapkan dalam perjanjian p in jaman 
bersangkutan. 

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
bersumber dar i : 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah la in ; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lembaga keuangan b u k a n bank; dan/atau 
e. masyarakat. 

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 73 

Penerimaan kembal i Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 68 ayat (3) h u r u f e d i gunakan u n t u k menganggarkan penerimaan kembal i 
p in jaman yang d iber ikan kepada p ihak pener ima p in jaman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 74 

Penerimaan Pembiayaan la innya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 68 ayat (3) 
h u r u f f d i gunakan u n t u k menganggarkan pener imaan Pembiayaan la innya sesuai 
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 75 

Pembayaran c ic i lan pokok Utang sebagaimana d imaksud dalam Pasal 68 ayat (4) 
h u r u f a d i gunakan u n t u k menganggarkan pembayaran pokok Utang yang 
d idasarkan pada j u m l a h yang ha rus d ibayarkan sesuai dengan perjanj ian p in jaman 
dan pelaksanaannya merupakan pr ior i tas u t ama dar i se luruh kewajiban 
Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan da lam t a h u n anggaran herkenaan 
berdasarkan peganj ian p in jaman. 

Pasal 76 

(1) Daerah dapat me lakukan penyertaan modal sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 68 ayat (4) h u r u f b pada BUMD. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
dapat d i laksanakan apabi la j u m l a h yang akan disertakan dalam t a h u n 
anggaran herkenaan telah d i te tapkan da lam Perda mengenai penyertaan modal 
daerah bersangkutan. 

(3) Perda sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i te tapkan sebelum persetujuan 
bersama antara Bupa t i dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 77 

(1) Pemenuban penyertaan modal pada t a h u n sebelumnya t idak d i t e rb i tkan Perda 
tersendir i sepanjang j u m l a h anggaran penyertaan modal tersebut t idak melebihi 
j u m l a h penyertaan modal yang telah d i te tapkan dengan Perda mengenai 
penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam ha l Pemerintah Daerah akan menambah j u m l a h penyertaan modal 
melebihi j u m l a h penyertaan modal yang telah d i te tapkan dengan Perda 
mengenai penyertaan modal , Pemerintah Daerah me lakukan perubahan Perda 
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 78 

(1) Dana Cadangan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 68 ayat (4) h u r u f c, 
penggunaannya d ipr ior i taskan u n t u k mendanai kebutuhan pembangunan 
prasarana dan sarana daerah yang t idak dapat d ibebankan dalam 1 (satu) t a h u n 
anggaran. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d igunakan u n t u k 
mendanai k e b u t u h a n la innya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



(3) Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) bersumber dar i 
penyis ihan atas Penerimaan Daerah kecual i dar i : 
a. DAK; 
b. Pinjaman Daerah; dan 
c. pener imaan la in yang penggunaannya dibatasi u n t u k pengeluaran ter tentu 

berdasarkan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 
(4) Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t empatkan dalam 

rekening tersendir i da lam Rekening Kas U m u m Daerah. 
(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 

dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 
(6) Perda sebagaimana d imaksud pada ayat (5) d i te tapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Bupa t i dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

Pasal 79 

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 68 ayat (4) 
h u r u f d d i gunakan u n t u k menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang 
d iber ikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah la innya, BUMD, badan 
usaha m i l i k negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 

(2) Pemberian Pinjaman Daerah d i laksanakan setelah mendapat persetujuan 
DPRD. 

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang 
disepakati da lam KUA dan PPAS. 

(4) Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara Pemberian Pinjaman Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) d ia tur da lam 
Peraturan Bupat i . 

Pasal 80 

Pengeluaran Pembiayaan la innya sebagaimana d imaksud da lam Pasal 68 ayat (4) 
h u r u f e d i gunakan u n t u k menganggarkan pengeluaran Pembiayaan la innya sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Surplus dan Deflsit 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 81 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah 
mengakibatkan terjadinya surp lus a tau defisit APBD. 

(2) Dalam ha l APBD d iperk i rakan surp lus , APBD dapat d igunakan u n t u k 
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang d i te tapkan dalam Perda tentang APBD 
yang pelaksanaannya sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Dalam ha l APBD d iperk i rakan defisit, APBD dapat d idanai dar i penerimaan 
Pembiayaan Daerah yang d i te tapkan da lam Perda tentang APBD yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 



Paragraf 2 
Surplus 

Pasal 82 

Penggunaan surp lus APBD d iu tamakan u n t u k : 
a. pembayaran cic i lan pokok Utang yang j a t u h tempo; 
b. penyertaan modal Daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 
e. pengeluaran Pembiayaan la innya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 83 

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi surp lus APBD kepada Menter i 
dan menter i yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan d i b idang keuangan 
setiap semester da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

Paragraf 3 
Defisit 

Pasal 84 

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan posisi defisit APBD kepada Menter i 
dan menter i yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan d i b idang keuangan 
setiap semester da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

Pasal 85 

(1) Defisit APBD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 84 harus dapat d i t u t u p dar i 
Pembiayaan neto. 

(2) Pembiayaan neto sebagaimana d imaksud pada (1) merupakan selisih antara 
penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. 

BAB V I 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA D A E R A H 

Bagian Kesatu 
Kebi jakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 86 

(1) Bupa t i menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat : 
a. kond is i ekonomi makro daerah; 
b. asumsi penyusunan APBD; 
c. kebi jakan Pendapatan Daerah; 
d. kebi jakan Belanja Daerah; 
e. kebi jakan Pembiayaan Daerah; dan 
f. strategi pencapaian. 



(3) Rancangan PPAS sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun dengan 
tahapan: 
a. menentukan skala pr ior i tas pembangunan daerah; 
b. menentukan pr ior i tas Program dan Kegiatan u n t u k masing-masing u rusan 

yang d i s inkronkan dengan pr ior i tas dan program nasional yang t e rcantum 
da lam rencana kega Pemerintah Pusat setiap t a h u n ; dan 

c. menyusun capaian Kinega, Sasaran, dan plafon anggaran sementara u n t u k 
masing-masing Program dan Kegiatan. 

Pasal 87 

(1) Bupa t i menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 86 pada ayat (1) kepada DPRD pal ing lambat minggu 
kedua bu lan J u l i u n t u k dihahas dan disepakati bersama antara Bupat i dan 
DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancemgan PPAS sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i tandatangani oleh Bupa t i dan p imp inan DPRD pal ing 
lambat minggu kedua bu l an Agustus. 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakat i Bupa t i bersama DPRD sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah da lam 
menyusun RKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i l akukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 88 

Dalam ha l Bupa t i dan DPRD t idak menyepakat i bersama rancangan KUA dan 
rancangan PPAS sebagaimana d imaksud da lam Pasal 87 ayat (1), pal ing lama 6 
(enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS d isampaikan kepada 
DPRD, Bupa t i menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 
berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang d i susun Bupat i , 
u n t u k dihahas dan disetuju i bersama antara Bupa t i dengan DPRD sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 89 

(1) Kegiatan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 86 ayat (3) h u r u f b dapat 
dianggarkan: 
a. u n t u k 1 (satu) t a h u n anggaran; atau 
b. lebih dar i 1 (satu) t a h u n anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak. 

(2) Kegiatan T a h u n Jamak sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b harus 
memenuh i kr i t e r ia pal ing sedikit: 
a. pekegaan kons t ruks i atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis 

merupakan satu kesatuan u n t u k menghasi lkan 1 (satu) Ke luaran yang 
memer lukan w a k t u penyelesaian lebih dar i 12 (dua belas) bu lan ; atau 

b. pekegaan atas pelaksanaan Kegiatan yang m e n u r u t sifatnya harus tetap 
berlangsung pada pergant ian t a h u n anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan T a h u n Jamak sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupa t i dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i tandatangani 
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pal ing sedikit 
memuat : 
a. nama Kegiatan; 
b. j angka w a k t u pelaksanaan Kegiatan; 



c. j u m l a h anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per t a h u n . 

(6) Jangka w a k t u penganggaran pelaksanaan Kegiatan T a h u n Jamak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f b t idak me lampaui akh i r t a h u n masa j aba tan 
Bupa t i berakhir , kecual i Kegiatan T a h u n Jamak d imaksud merupakan prior i tas 
nasional dan/atau kepent ingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Pasal 90 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) RKA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun dengan menggunakan 
pendekatan: 
a. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 
b. penganggaran terpadu; dan 
c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) RKA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada PPKD 
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan 
jadwa l dan tahapan yang d ia tur da lam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan setiap t a h u n . 

Pasal 91 

Dalam ha l terdapat penambahan k e b u t u h a n pengeluaran akihat keadaan darura t 
termasuk belanja u n t u k keper luan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA 
SKPD d i luar KUA dan PPAS sebagaimana d imaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan 
ayat (3). 

Pasal 92 

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 90 ayat (2) h u r u f a d i laksanakan dengan menyusun 
prak i raan maju . 

(2) Prakiraan ma ju sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
kebu tuhan anggaran u n t u k Program dan Kegiatan yang d irencanakan dalam 
t a h u n anggaran ber ikutnya dar i t a h u n anggaran yang d irencanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana d imaksud dalam Pasal 90 ayat 
(2) h u r u f b d i l akukan dengan memadukan se luruh proses perencanaan dan 
penganggaran d i l ingkungan SKPD u n t u k menghasi lkan dokumen rencana kega 
dan anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinega sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 90 ayat (2) h u r u f c d i l a k u k a n dengan memperhat ikan: 
a. keterkai tan antara pendanaan dengan Keluaran yang d iharapkan dar i 

Kegiatan; 
b. Hasi l dan manfaat yang d iharapkan ; dan 
c. efisiensi da lam pencapaian Hasi l dan Keluaran. 



Pasal 93 

(1) U n t u k ter laksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kes inambungan 
RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi has i l pelaksanaan Program dan Kegiatan 
2 (dua) t a h u n anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama t a h u n 
anggaran herjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber tu juan u n t u k meni la i Program 
dan Kegiatan yang be lum dapat d i laksanakan atau be lum diselesaikan t a h u n 
sebelumnya u n t u k d i laksanakan a tau diselesaikan pada t a h u n yang 
d irencanakan a tau 1 (satu) t a h u n ber ikutnya dar i t a h u n yang direncanakan. 

(3) Dalam ha l Program dan Kegiatan merupakan t a h u n terakhir u n t u k pencapaian 
prestasi kega yang d i te tapkan, k e b u t u h a n dananya ha rus dianggarkan pada 
t a h u n yang d irencanakan. 

Pasal 94 

(1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 
berdasarkan Kinerja sebagaimana d imaksud da lam Pasal 90 ayat (2) h u r u f c 
herpedoman pada: 
a. ind ikator Kinega; 
b. to lok u k u r dan Sasaran Kinega sesuai analisis standar belanja; 
c. standar harga satuan; 
d. rencana k e b u t u h a n BMD; dan 
e. Standar Pelayanan Min ima l . 

(2) Ind ikator Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a merupakan 
u k u r a n keberhasi lan yang akan dicapai dar i Program dan Kegiatan yang 
d i rencanakan me l iput i masukan , Keluaran, dan Hasil . 

(3) Tolok u k u r Kinega sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b merupakan 
u k u r a n prestasi kerja yang akan dicapai dar i keadaan semula dengan 
mempert imbangkan faktor kua l i tas , kuant i tas , efisiensi, dan efektivitas 
pelaksanaan dar i setiap Program dan Kegiatan. 

(4) Sasaran Kinega sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b merupakan Hasi l 
yang d iharapkan dar i sua tu Program a tau Keluaran yang d iharapkan dar i suatu 
Kegiatan yang akan atau te lah dicapai sebubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuant i t as dan kua l i tas yang t e rukur . 

(5) Analisis standar belanja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
merupakan peni la ian kewajaran atas beban kega dan biaya yang d igunakan 
u n t u k melaksanakan sua tu Kegiatan. 

(6) Standar harga satuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c merupakan 
harga satuan barang dan jasa yang d i te tapkan dengan keputusan Bupa t i sesuai 
dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Standar Pelayanan M in ima l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e 
merupakan to lok u k u r Kinerja da lam menentukan capaian jen is dan m u t u 
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap masyarakat secara m in ima l . 

Pasal 95 

(1) RKA SKPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan u n t u k t a h u n yang d irencanakan serta 
prak i raan ma ju u n t u k t a h u n ber ikutnya . 

(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i r inc i sampai dengan r inc ian obyek. 



(3) RKA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) j uga memuat informasi 
mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan 
Kinerja yang akan dicapai dar i Program dan Kegiatan. 

Pasal 96 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (1) memuat 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis , obyek, dan r inc ian 
obyek Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i ter ima oleh SKPD 
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta d i te tapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (1) d i r inc i atas 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja 
yang masing-masing d iu ra i kan m e n u r u t jenis , obyek, dan r inc ian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (1) memuat 
kelompok: 
a. pener imaan Pembiayaan yang dapat d igunakan u n t u k menu tup defisit 

APBD; dan 
b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat d i gunakan u n t u k memanfaatkan 

surp lus APBD, yang masing-masing d iu ra i kan m e n u r u t jenis , obyek, dan 
r inc ian obyek Pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (3) 
memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD. 

(6) Organisasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (3) memuat nama SKPD 
selaku PA. 

(7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana d imaksud dalam Pasal 95 ayat (3) 
te rd i r i dar i ind ika tor Kinerja, to lok u k u r Kinerja, dan Sasaran Kinerja. 

(8) Program sebagaimana d imaksud da lam Pasal 95 ayat (3) memuat nama Program 
yang akan d i laksanakan SKPD dsilam t a h u n anggaran herkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 95 ayat (3) memuat nama 
Kegiatan yang akan d i laksanakan SKPD da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 9 7 

(1) RKA SKPD yang telah d i susun oleh kepala SKPD sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 90 ayat (1) d isampaikan kepada TAPD mela lu i PPKD u n t u k diverif ikasi. 

(2) Verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan oleh TAPD u n t u k 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 
a. KUA dan PPAS; 
b. Prakiraan maju yang telah d ise tu ju i t a h u n anggaran sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan la innya; 
d. capaian Kinerja; 
e. ind ikator Kinerja; 
f. anal isis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h . perencanaan k e b u t u h a n BMD; 
i . Standar Pelayanan Min ima l ; 

j . proyeksi perk i raan maju u n t u k t a h u n anggaran ber ikutnya; dan 
k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 



(3) Da lam ha l has i l verif ikasi TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdapat 
ket idaksesuaian, kepala SKPD me lakukan penyempurnaan. 

Pasal 98 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung 
berdasarkan RKA SKPD yang te lah d i sempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat 
l ampi ran pal ing sedikit t e rd i r i atas: 
a. r ingkasan APBD yang diklas i f ikasi m e n u r u t kelompok dan jen is pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan; 
b. r ingkasan APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerab dan organisasi; 
c. rincian APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerab, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, j en is pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
d. rekapi tu las i belanja dan kesesuaian m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerab, 

organisasi. Program, dan Kegiatan; 
e. rekapi tu las i Belanja Daerab u n t u k keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan daerab dan fungsi da lam kerangka pengelolaan keuangan 
daerab; 

f. deiftar j u m l a h pegawai per golongan dan per j aba tan ; 
g. daftar P iutang Daerab; 
b. daftar penyertaan modal daerab dan investasi daerab la innya; 
i . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset tetap daerab; 

j . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 
k. daftar Kegiatan t a h u n anggaran sebelumnya yang be lum diselesaikan dan 

dianggarkan kembal i da lam t a h u n anggaran yang d irencanakan; 
1. daftar Dana Cadangan; dan 
m. daftar Pinjaman Daerab. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas nota 
keuangan dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) memuat l ampi ran pal ing sedikit t e rd i r i atas: 
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasi f ikasi m e n u r u t kelompok, jenis , 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
b. penjabaran APBD m e n u r u t U rusan Pemerintahan daerab, organisasi. 

Program, Kegiatan, kelompok, j en is , obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran h ibah ; dan 
d. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran ban tuan sosial. 

Pasal 99 

Rancangan Perda tentang APBD yang telah d i susun oleh PPKD disampaikan kepada 
Bupat i . 



BAB V 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA D A E R A H 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 100 

Bupa t i waj ib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan 
dokumen pendukung kepada DPRD pal ing lambat 60 (enam puluh) ha r i sebelum 1 
(satu) bu l an t a h u n anggaran berakhir u n t u k memperoleh persetujuan bersama 
antara bupa t i dan DPRD. 

Pasal 101 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD di laksanakan oleh Bupat i dan 
DPRD setelah Bupa t i menyampaikan rancangan Perda tentang APBD heserta 
penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) herpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 102 

(1) Bupa t i dan DPRD menyetu ju i bersama rancangan Perda tentang APBD pal ing 
lambat 1 (satu) bu l an sebelum d imula inya t a h u n anggaran setiap t a h u n . 

(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Bupa t i 
meny iapkan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD. 

Pasal 103 

(1) Dalam ha l Bupa t i dan DPRD t idak mengambi l persetujuan bersama dalam 
w a k t u 60 (enam puluh) ha r i sejak d isampaikan rancangan Perda tentang APBD 
oleh Bupa t i kepada DPRD, B u p a t i menyusun rancangan Peraturan Bupat i 
tentang APBD pal ing t inggi sebesar angka APBD t a h u n anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Bupa t i tentang APBD sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d ipr ior i taskan u n t u k belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib. 

(3) Angka APBD t a h u n anggaran sebelumnya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
dapat d i l ampau i apabila terdapat: 
a. kebi jakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan 

pada APBD; dan/atau 
b. keadaan darura t t e rmasuk keper luan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



Pasal 104 

Rancangan Peraturan Bupa t i tentang APBD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
103 ayat (2) memuat l ampi ran yang terd i r i atas: 
a. r ingkasan APBD; 
b. r ingkasan penjabaran APBD sampai dengan r inc ian obyek; 
c. r ingkasan APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
d. r inc ian APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, jenis , obyek, r inc ian obyek pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan; 

e. rekapi tulas i dan kesesuaian belanja m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerab, 
organisasi, Program, dan Kegiatan; 

f. rekapi tulas i Belanja Daerab u n t u k keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan daerab dan fungsi da lam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

g. daftar j u m l a h pegawai per golongan dan per j aba tan ; 
b. daftar Piutang Daerab; 
i . daftar penyertaan modal daerab dan investasi daerab la innya; 

j . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset tetap daerab; 
k. daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 
1. daftar Kegiatan t a h u n anggaran sebelumnya yang be lum diselesaikan dan 

dianggarkan kembal i da lam t a h u n anggaran i n i ; 
m . daftar Dana Cadangan; 
n . daftar Pinjaman Daerab; 
o. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran b ibab; dan 
p. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran ban tuan sosial. 

Pasal 105 

(1) Rancangan Peraturan Bupa t i sebagaimana d imaksud dalam Pasal 104 dapat 
d i te tapkan menjadi Peraturan B u p a t i setelah memperoleh pengesahan dar i dar i 
Gubernur Jawa T imur sebagai w a k i l Pemerintab Pusat bagi Daerah. 

(2) U n t u k memperoleh pengesahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
rancangan Peraturan Bupa t i t entang APBD heserta lampi rannya d isampaikan 
pal ing lambat 15 ( l ima belas) ha r i t e rh i tung sejak DPRD t idak mengambi l 
keputusan bersama dengan B u p a t i terhadap rancangan Perda tentang APBD. 

(3) Apabila da lam batas w a k t u 30 (tiga pu luh) h a r i G u b e m u r Jawa T imur sebagai 
wak i l Pemerintah Pusat t idak mengesahkan rancangan Peraturan Bupat i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Bupa t i menetapkan rancangan Peraturan 
Bupa t i menjadi Peraturan Bupat i . 

Pasal 106 

(1) Dalam ha l penetapan APBD mengalami keter lambatan, Bupa t i melaksanakan 
pengeluaran setiap bu lan pal ing t inggi sebesar seperduabelas j u m l a h 
pengeluaran APBD t a h u n anggaran sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bu lan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ibatasi hanya 
u n t u k mendanai keper luan mendesak sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Bagian Ketiga 
Eva luas i Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Pasal 107 

(1) Rancangan Perda tentang APBD yang te lah d isetuju i bersama dan rancangan 
Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur 
Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat pa l ing lambat 3 (tiga) ha r i sejak 
tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD u n t u k dievaluasi sebelum 
di te tapkan oleh Bupat i . 

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang 
penjabaran APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, 
KUA, dan PPAS yang disepakati an tara Bupa t i dan DPRD. 

(3) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan u n t u k menguj i 
kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i 
tentang penjabaran APBD dengan: 
a. ke tentuan pera turan perundang-undangan yang lebih t inggi; 
b. kepent ingan u m u m ; 
c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

(4) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
hasi l evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupat i 
tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepent ingan u m u m , RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupat i 
menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan 
Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupa t i sesuai 
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(5) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
has i l evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i 
tentang penjabaran APBD t idak sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-
undangan, kepent ingan u m u m , RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupa t i bersama 
DPRD me lakukan penyempumaan pal ing lama 7 (tujuh) ha r i sejak hasi l evaluasi 
d i ter ima. 

Pasal 108 

(1) Penyempumaan hasi l evaluasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 107 ayat (5) 
d i l akukan Bupa t i mela lu i TAPD bersama dengan DPRD mela lu i badan anggaran. 

(2) Hasi l penyempurnaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
keputusan p imp inan DPRD. 

(3) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i jadikan 
dasar penetapan Perda tentang APBD. 

(4) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laporkan 
pada sidang p a r i p u m a ber ikutnya . 

(5) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d isampaikan 
kepada G u b e m u r Jawa T imur pa l ing lambat 3 (tiga) ha r i setelah keputusan 
tersebut d i te tapkan. 



Pasal 109 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai ta ta cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD 
dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 107 d i a tu r da lam Peraturan Bupat i . 

Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 110 

(1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang 
penjabaran APBD yang telah dievaluasi d i te tapkan oleh Bupa t i menjadi Perda 
tentang APBD dan Peraturan B u p a t i tentang penjabaran APBD. 

(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i 
tentang penjabaran APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
pal ing lambat tanggal 31 Desember t a h u n sebelumnya. 

(3) Bupa t i menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupa t i tentang 
penjabaran APBD kepada Gubernur Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah 
Pusat pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i setelah Perda dan Peraturan Bupa t i 
d i te tapkan. 

(4) Dalam ha l B u p a t i berhalangan, pejabat yang herwenang menetapkan Perda 
tentang APBD dan Peraturan B u p a t i tentang penjabaran APBD. 

BAB VI I 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 111 

(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan 
d i l akukan mela lu i Rekening Kas U m u m Daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam ha l Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan t idak 
d i l akukan me la lu i Rekening Kas U m u m Daerah, BUD me lakukan pencatatan 
dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

Pasal 112 

(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang a tau 
badan yang mener ima atau menguasai uang/kekayaan daerab wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkai tan 
dengan surat b u k t i yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD hertanggungjawah terhadap kebenaran mater ia l dan akibat 
yang t i m b u l dar i penggunaan sura t b u k t i d imaksud . 



(3) Kebenaran mater ia l sebagaimana d imaksud pada ayat (2) merupakan 
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasi l yang dicapai atas Beban APBD 
sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 113 

Bupa t i dan perangkat daerab d i larang me lakukan pungu tan selain dar i yang d ia tur 
da lam Perda, kecual i d i t en tukan la in sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang-undangan. 

Pasal 114 

Penerimaan perangkat daerab yang merupakan Penerimaan Daerab t idak dapat 
d ipergunakan langsung u n t u k pengeluaran, kecual i d i t en tukan la in sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 115 

(1) Setiap pejabat d i larang me lakukan t i ndakan yang berakibat pengeluaran atas 
Beban APBD apabila anggaran u n t u k membiayai pengeluaran tersebut t idak 
tersedia a tau t idak c u k u p tersedia. 

(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD d idasarkan atas DPA dan SPD a tau 
dokumen la in yang d ipersamakan dengan SPD. 

(3) Bupa t i dan perangkat daerab d i larang me lakukan pengeluaran atas Beban 
APBD u n t u k t u j u a n la in dar i yang telab d i te tapkan dalam APBD. 

Pasal 116 

(1) U n t u k pelaksanaan APBD, Bupa t i menetapkan: 
a. pejabat yang diber i wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diber i wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diber i wewenang mengesabkan surat pertanggungjawaban; 
d. pejabat yang diber i wewenang menandatangani SP2D; 
e. Bendabara Penerimaan dan Bendabara Pengeluaran; 
f. Bendabara Penerimaan pembantu dan Bendabara Pengeluaran pembantu ; 

dan 
g. Pejabat la innya da lam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupa t i tentang penetapan pejabat sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l akukan sebelum d imula inya t a b u n anggaran herkenaan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

K a s Umum Daerah 

Pasal 117 

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerab, PPKD selaku BUD membuka Rekening 
Kas U m u m Daerab pada bank u m u m yang sebat. 

(2) Bank u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan oleb Bupat i sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) Penetapan bank u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d imua t da lam 
perjanjian antara BUD dengan bank u m u m yang bersangkutan. 



Pasal 118 

(1) Da lam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, 
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada 
bank yang d i te tapkan oleb Bupat i . 

(2) Rekening penerimaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d igunakan u n t u k 
menampung Penerimaan Daerab setiap bar i . 

(3) Rekening pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening bersaldo n i h i l yang se luruh pener imaannya d i p indabbukukan 
ke Rekening Kas U m u m Daerab sekurang-kurangnya sekali sebari pada akb i r 
bar i . 

(4) Dalam ba l kewajiban pemindabbukuan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
secara teknis be lum dapat d i l a k u k a n setiap ba r i , p emindabbukuan dapat 
d i l akukan secara berkala yang d i te tapkan da lam Peraturan Bupat i . 

(5) Rekening pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening yang menampung pagu dana u n t u k membiayai Kegiatan 
Pemerintab Daerab sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupat i . 

(6) Pemindabbukuan dana dar i rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank u m u m ke Rekening Kas U m u m Daerab d i l akukan atas 
per intah BUD. 

Pasal 119 

(1) Bupa t i dapat memberi i z in kepada kepala SKPD u n t u k membuka rekening 
penerimaan mela lu i BUD yang d i te tapkan oleb Bupa t i pada bank u m u m . 

(2) Bupa t i dapat member ikan iz in kepada kepala SKPD u n t u k membuka rekening 
pengeluaran mela lu i BUD yang d i te tapkan oleb Bupa t i pada bank u m u m u n t u k 
menampung UP. 

Pasal 120 

Pemerintab Daerab berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan la innya 
atas dana yang d is impan pada bank berdasarkan t ingkat s u k u bunga dan/atau jasa 
giro yang ber laku sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 121 

Biaya yang t i m b u l sebubungan dengan pelayanan yang d iber ikan oleh bank 
didasarkan pada ke tentuan yang ber laku pada bank yang bersangkutan dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 122 

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan 
dan/atau me lakukan investasi j angka pendek atas uang m i l i k Daerah yang 
sementara be lum d igunakan sepanjang t idak mengganggu l iku id i tas Keuangan 
Daerah, tugas daerah, dan kua l i tas pelayanan pub l ik . 

(2) Deposito dan/atau investasi j angka pendek sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) harus disetor ke Rekening Kas U m u m Daerah pal ing lambat per 31 
Desember. 



Bagian Ketiga 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 123 

(1) PPKD member i tahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan 
menyampaikan rancangan DPA SKPD pal ing lambat 3 (tiga) ha r i setelah 
Peraturan B u p a t i tentang penjabaran APBD di te tapkan. 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat Sasaran 
yang hendak dicapai, fungsi. Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan 
u n t u k mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penar ikan 
dana setiap sa tuan kerja serta pendapatan yang d iperk i rakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah d i susun kepada 
PPKD pal ing lambat 6 (enam) har i setelah pember i tahuan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d isampaikan. 

Pasal 124 

(1) TAPD me lakukan verif ikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD 
yang bersangkutan. 

(2) Verif ikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
diselesaikan pal ing lambat 15 ( l ima belas) ha r i sejak d i te tapkannya Peraturan 
Bupa t i tentang penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan has i l veri f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), PPKD 
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) Dalam ha l has i l verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak sesuai 
dengan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD, SKPD me lakukan 
penyempumaan rancangan DPA SKPD u n t u k d isahkan oleh PPKD dengan 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

(5) DPA SKPD yang telah d isahkan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) d isampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang 
secara fungsional me lakukan pengawasan daerah pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i 
sejak tanggal d isahkan. 

(6) DPA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat (4) d i gunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 

Bagian Keempat 
Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 125 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah u n t u k 
mengatur ketersediaan dana da lam mendanai pengeluaran sesuai dengan 
rencana penar ikan dana yang t e r cantum da lam DPA SKPD. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memuat perk i raan arus kas 
masuk yang bersumber dar i pener imaan dan perk i raan arus kas ke luar yang 
d igunakan u n t u k mendanai Pengeluaran Daerah da lam setiap periode. 



Pasal 126 

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerb i tkan SPD dengan 
mempert imbangkan: 
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 
b. ketersediaan dana d i Kas U m u m Daerah; dan 
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang t e rcantum dalam DPA 

SKPD. 
(2) SPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d is iapkan oleh Kuasa BUD u n t u k 

d i tandatangani oleh PPKD. 

Pasal 127 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 125 dan Pasal 126 d ia tur da lam Peraturan 
Bupat i . 

Bagian Ke l ima 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

Pasal 128 

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor se luruh pener imaannya ke Rekening 
Kas U m u m Daerah pal ing lambat da lam w a k t u 1 (satu) har i . 

(2) Dalam ha l kond is i geografis Daerah sul i t d i jangkau dengan komunikas i , 
t ransportas i , dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondis i ohjekti f 
la innya, penyetoran pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
melebihi 1 (satu) ha r i yang d ia tur da lam Peraturan Bupat i . 

(3) Setiap penerimaan harus d i d u k u n g oleh b u k t i yang lengkap dan sah atas 
setoran. 

(4) B u k t i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dapat me l iput i dokumen elektronik. 
(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

menggunakan surat tanda setoran. 

Pasal 129 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 128 
ayat (5) d i l akukan secara t u n a i dan/atau non tuna i . 

(2) Penyetoran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa 
BUD mener ima nota kred i t a tau dokumen la in yang dipersamakan. 

(3) Bendahara Penerimaan d i larang meny impan uang, cek, a tau surat berharga 
yang da lam penguasaannya: 
a. lebih dar i 1 (satu) ha r i , kecual i terdapat keadaan sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 128 ayat (2); dan/atau 
b. atas nama pr ihadi . 

Pasal 130 

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 
terhadap se luruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 
tanggung jawahnya. 

(2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pener imaan kepada PA me la lu i PPK SKPD pal ing lambat 
tanggal 10 bu lan ber ikutnya . 



(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pener imaan kepada PPKD pal ing lambat tanggal 10 bu lan 
ber ikutnya . 

(4) PPKD me lakukan verif ikasi, evaluasi, d£in analisis atas laporan 
pertanggungjawaban pener imaan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) da lam 
rangka rekonsi l iasi pener imaan. 

Pasal 131 

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan 
tegadi pada t a h u n yang sama m a u p u n t a h u n sebelumnya d i l akukan dengan 
membebankan pada rekening pener imaan yang bersangkutan. 

(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya t idak berulang 
yang tegadi da lam t a h u n yang sama d i l akukan dengan membebankan pada 
rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya t idak berulang 
yang terjadi pada t a h u n sebelumnya d i l akukan dengan membebankan pada 
rekening belanja t idak terduga. 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 132 

(1) Setiap pengeluaran harus d i d u k u n g b u k t i yang lengkap dan sah mengenai hak 
yang diperoleh oleh p ihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengak ibatkan Beban APBD t idak dapat d i l akukan 
sebelum rancangan Perda tentang APBD di te tapkan dan d iundangkan dalam 
lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t idak termasuk 
pengeluaran keadaan da rura t dan/atau keper luan mendesak sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 133 

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA mela lui PPK SKPD 
berdasarkan SPD a tau dokumen la in yang dipersamakan dengan SPD. 

(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pert imbangan besaran SKPD dan 
lokasi, d isampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu mela lui PPK Un i t SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen la in yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pert imbangan besaran anggaran 
Kegiatan SKPD, d isampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu mela lui PPK 
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen la in yang dipersamakan dengan SPD. 

(4) SPP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas: 
a. SPP UP; 
b. SPPGU; 
c. SPP TU; dan 
d. SPPLS. 

(5) SPP sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) t e rd i r i atas: 
a. SPP TU; dan 
b. SPPLS. 



Pasal 134 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP d i l akukan oleh Bendahara 
Pengeluaran da lam rangka pengisian UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU d i l akukan oleh Bendahara 
Pengeluaran da lam rangka mengganti UP. 

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) d i t e tapkan dengan keputusan Bupat i . 

(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia jukan dengan 
me lampi rkan keputusan Bupa t i tentang besaran UP sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3). 

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l amp i r i dengan 
dokumen asl i pertanggungjawaban penggunaan UP. 

Pasal 135 

(1) Bendahara Pengeluaran a tau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan 
SPP TU u n t u k melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan t idak dapat 
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

(2) Batas j u m l a h pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dar i PPKD dengan 
memperhat ikan r inc ian kebu tuhan dan w a k t u penggunaannya d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupat i . 

(3) Dalam ha l sisa TU t idak habis d i gunakan da lam 1 (satu) bu lan , sisa TU disetor 
ke Rekening Kas U m u m Daerah. 

(4) Ketentuan batas w a k t u penyetoran sisa TU sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) d ikecua l ikan u n t u k : 
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bu lan ; dan/atau 
b. Kegiatan yang mengalami perubahan j adwa l dar i yang telah d i te tapkan 

sebelumnya akibat per ist iwa d i luar kendal i PA/KPA. 
(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l ampi r i dengan daftar 

r inc ian rencana penggunaan dana. 

Pasal 136 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS d i l akukan oleh Bendahara 
Pengeluaran u n t u k pembayaran: 
a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada p ihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 
c. kepada p ihak ketiga la innya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Pengajuan dokumen SPP LS u n t u k pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b dapat juga d i l akukan oleh 
Bendahara Pengeluaran pembantu da lam ha l PA me l impahkan sebagian 
kewenangannya kepada KPA. 

Pasal 137 

(1) Pengajuan dokumen SPP LS u n t u k pembayaran pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 136 ayat (1) h u r u f b oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu , d i l akukan pal ing lambat 3 
(tiga) ha r i sejak d i ter imanya tag ihan dar i p ihak ketiga mela lu i PPTK. 

(2) Pengajuan SPP LS d i l amp i r i dengan kelengkapan persyaratan yang d i te tapkan 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 



Pasal 138 

(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana d imaksud dalam Pasal 134 ayat 
(1) , PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbi tkan 
SPM UP. 

(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana d imaksud dalam Pasal 134 ayat 
(2) , PA mengajukan penggantian UP yang telah d igunakan kepada Kuasa BUD 
dengan menerb i tkan SPM GU. 

(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana d imaksud dalam Pasal 134 ayat 
(1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan 
menerb i tkan SPM TU. 

Pasal 139 

(1) Berdasarkan SPP LS yang d ia jukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu sebagaimana d imaksud dalam Pasal 136 ayat (1), PPK 
SKPD/PPK Un i t SKPD me lakukan verif ikasi atas: 
a. kebenaran mater ia l surat b u k t i mengenai hak p ihak penagih; 
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sebubungan dengan 

ikatan/per janj ian pengadaan barang/jasa; dan 
c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan has i l verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), PA/KPA 
memer in tahkan pembayaran atas Beban APBD mela lu i penerbi tan SPM LS 
kepada Kuasa BUD. 

(3) Dalam ha l has i l verif ikasi t idak memenuh i syarat, PA/KPA t idak menerb i tkan 
SPM LS. 

(4) PA/KPA mengembal ikan dokumen SPP LS da lam ha l hasi l verif ikasi t idak 
memenuh i syarat sebagaimana d imaksud pada ayat (3) pal ing lambat 1 (satu) 
ha r i t e rh i tung sejak d i ter imanya SPP. 

Pasal 140 

(1) Kuasa BUD menerb i tkan SP2D berdasarkan SPM yang d i ter ima dar i PA/KPA 
yang d i t u j u k a n kepada bank operasional m i t r a kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing lama 2 (dua) har i 
sejak SPM di ter ima. 

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Kuasa 
BUD berkewajiban u n t u k : 
a. menel i t i kelengkapan SPM yang d i t e rb i tkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
b. menguj i kebenaran perh i tungan tag ihan atas Beban APBD yang t e rcantum 

dalam per in tah pembayaran; 
c. menguj i ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
d. memer in tahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

(4) Kuasa BUD t idak menerb i tkan SP2D yang d ia jukan PA/KPA apabila: 
a. t i dak di lengkapi Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau 
b. pengeluaran tersebut me lampaui pagu. 

(5) Kuasa BUD mengembal ikan dokumen SPM da lam ha l ke tentuan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (4) pal ing lambat 1 (satu) h a r i t e rh i tung sejak d i ter imanya 
SPM. 



Pasal 141 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan 
pembayaran setelah: 
a. menel i t i kelengkapan dokumen pembayaran yang d i te rb i tkan oleh PA/KPA 

heserta b u k t i t ransaksinya; 
b. menguj i kebenaran perh i tungan tag ihan yang t e rcantum dalam dokumen 

pembayaran; dan 
c. menguj i ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 
me lakukan pembayaran dar i PA/KPA apabi la persyaratan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t idak d ipenuh i . 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu hertanggungjawah 
secara pr ihad i atas pembayaran yang d i laksanakannya. 

Pasal 142 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungu t 
Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak la innya wajib menyetorkan se luruh penerimaan 
potongan dan pajak yang d ipungutnya ke Rekening Kas U m u m Negara. 

Pasal 143 

PA/KPA di larang menerb i tkan SPM yang membebani t a h u n anggaran herkenaan 
setelah t a h u n anggaran berakhir . 

Pasal 144 

(1) Bendahara Pengeluaran secara admin is t ra t i f wajib mempertanggung-jawabkan 
penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA mela lu i PPK SKPD pal ing lambat tanggal 
10 bu lan ber ikutnya . 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib 
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang 
menjadi tanggung jawahnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD pal ing lambat 
tanggal 10 bu l an ber ikutnya . 

(3) Ketentuan batas w a k t u penerbitan surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keter lambatan penyampaian 
laporan pertanggungjawaban d i te tapkan da lam Peraturan Bupat i . 

(4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan setelah d i t e rb i tkan surat pengesahan pertanggungjawaban 
pengeluaran oleh PA/KPA. 

(5) U n t u k tert ib laporan pertanggungjawaban pada akh i r t a h u n anggaran, 
pertanggungjawaban pengeluaran dana bu l an Desember d isampaikan pal ing 
lambat tanggal 31 Desember. 



Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pembiayaan Daerah 

Pasal 145 

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan 
Daerah d i l akukan oleh kepala SKPKD. 

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i l akukan mela lu i Rekening Kas U m u m Daerah. 

(3) Dalam ha l penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 
dimgiksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan t idak d i l akukan me la lu i Rekening Kas U m u m Daerah, BUD 
me lakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran 
Pembiayaan Daerah tersebut. 

Pasal 146 

Keadaan yang menyehahkan SiLPA t a h u n sebelumnya d igunakan dalam t a h u n 
anggaran begalan u n t u k : 
a. m e n u t u p i defisit anggaran; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang be lum tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui 

anggaran yang tersedia mendahu lu i perubahan APBD; 
d. melunas i kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kena ikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebi jakan 

Pemerintah; 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang be lum tersedia anggarannya; dan/atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya d i t ingka tkan dar i yang 

telah d i te tapkan da lam DPA SKPD t a h u n anggaran begalan, yang dapat 
diselesaikan sampai dengan batas akh i r penyelesaian pembayaran da lam t a h u n 
anggaran begalan. 

Pasal 147 

(1) Pemindahhukuan dar i rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas U m u m 
Daerah d i l akukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai 
pe runtukannya . 

(2) Pemindahhukuan dar i rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas U m u m 
Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan setelah j u m l a h Dana 
Cadangan yang di tetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana 
Cadangan yang bersangkutan mencukup i . 

(3) Pemindahhukuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing t ingg i sejumlah 
pagu Dana Cadangan yang akan d igunakan sesuai pe run tukannya pada t a h u n 
anggaran herkenaan sesuai dengan yang d i te tapkan dengan Perda tentang 
pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Pemindahhukuan dar i rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas U m u m 
Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan surat per intah 
pemindahhukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 148 

(1) Pengalokasian anggaran u n t u k pembentukan Dana Cadangan dalam t a h u n 
anggaran herkenaan sesuai dengan j u m l a h yang d i te tapkan dalam Perda 
tentang pembentukan Dana Cadangan. 



(2) Alokasi anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p indabbukukan dar i 
Rekening Kas U m u m Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

(3) Pemindahhukuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan dengan surat 
per in tah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 149 

Dgilam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 
u n t u k : 
a. menel i t i kelengkapan per in tah pembayaran yang d i te rb i tkan oleh kepala 

SKPKD; 
b. menguj i kebenaran perh i tungan pengeluaran Pembiayaan yang t e rcantum 

dalam per in tah pembayaran; 
c. menguj i ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabi la per in tah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan t idak memenuh i persyaratan yang d i te tapkan. 

Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 150 

(1) Pengelolaan BMD adalah kese luruhan Kegiatan yang me l iput i perencanaan 
kebu tuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemel iharaan, peni laian, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

(2) Ketentuam mengenai pengelolaan BMD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ia tur da lam Peraturan Daerah tersendir i . 

BAB VI I I 
LAPORAN R E A L I S A S I S E M E S T E R PERTAMA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA D A E R A H 

Bagian Kesatu 
Laporan Rea l i sas i Semester Pertama 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 151 

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan 
prognosis u n t u k 6 (enam) bu lan ber ikutnya . 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada DPRD pal ing 
lambat pada akh i r bu l an J u l i t a h u n anggaran herkenaan. 

Bagian Kedua 
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Pasal 152 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
151 menjadi dasar perubahan APBD. 



(2) Perubahan APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan apabila 
terjadi: 
a. perkembangan yang t idak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan yang menyehahkan harus d i l a k u k a n pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar u n i t organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar 
jen is belanja; 

c. keadaan yang menyehahkan SiLPA t a h u n anggaran sebelumnya harus 
d igunakan da lam t a h u n anggaran herjalan; 

d. keadaan darurat ; dan/atau 
e. keadaan luar biasa. 

Bagian Ketiga 
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 153 

(1) Perkembangan yang t idak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 152 ayat (2) h u r u f a dapat berupa tegadinya: 
a. pe lampauan atau t idak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 
b. pe lampauan a tau t idak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

(2) Bupa t i memformulas ikan perkembangan yang t idak sesuai dengan asumsi KUA 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ke da lam rancangan perubahan KUA serta 
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana d imaksud pada ayat (2) disertai 
penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang d i te tapkan 
sebelumnya. 

(4) Da lam rancangan perubahan PPAS sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan: 
a. Program dan Kegiatan yang dapat d iusu lkan u n t u k d i t ampung dalam 

perubahan APBD dengan mempert imbangkan sisa w a k t u pelaksanaan 
APBD t a h u n anggaran begalan; 

b. capaian Sasaran Kinega Program dan Kegiatan yang harus d ikurang i da lam 
perubahan APBD apabila asumsi KUA t idak tercapai; dan 

c. capaian Sasaran Kinega Program dan Kegiatan yang harus d i t ingka tkan 
da lam perubahan APBD apabi la me lampaui asumsi KUA. 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 154 

Pergeserem anggaran dapat d i l a k u k a n antar organisasi, antar u n i t organisasi, antar 
Program, antar Kegiatan, dan antar j en is belanja, antar obyek belanja, dan/atau 
antar r inc ian obyek belanja. 

Pasal 155 

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar u n i t organisasi, antar Program, 
antar Kegiatan, dan antar j en is belanja sebagaimana d imaksud da lam Pasal 154 
d i l akukan me la lu i perubahan Perda tentang APBD. 

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar r inc ian obyek belanja 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 154 d i l akukan mela lu i perubahan 
Peraturan Bupa t i tentang Penjabaran APBD. 



(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja da lam jen is belanja dan antar r inc ian 
obyek belanja da lam obyek belanja sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i te tapkan oleh Bupat i . 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
d i formulas ikan dalam Perubahan DPA SKPD. 

(5) Perubahan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran APBD sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) selanjutnya d i tuangkan da lam rancangan Perda tentang 
perubahan APBD atau d i t ampung dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Perubahan Peraturan Bupa t i tentang penjabarein APBD sebagaimana d imaksud 
pada ayat (5) d i t ampung da lam laporan realisasi anggaran apabila: 
a. t idak me lakukan perubahan APBD; a tau 
b. pergeseran d i l akukan setelah d i te tapkannya Perda tentang perubahan 

APBD. 
(7) Ketentuan lebih lan jut mengenai ta ta cara pergeseran anggaran d ia tur da lam 

Peraturan Bupat i . 

Bagian Ke l ima 
Penggunaan S isa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 156 

Penggunaan SiLPA t a h u n sebelumnya u n t u k pendanaan pengeluaran sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 152 ayat (2) h u r u f c d i formulas ikan ter lehih dahu lu da lam 
Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD. 

Bagian Keenam 
Pendanaan Keadaan Darurat 

Pasal 157 

(1) Pemerintah Daerah mengusu lkan pengeluaran u n t u k mendanai keadaan 
darura t yang be lum tersedia anggarannya sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
66 ayat (1) da lam rancangan perubahan APBD. 

(2) Dalam ha l pengeluaran u n t u k mendanai keadaan darura t sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n setelah perubahan APBD atau dalam ha l 
Pemerintah Daerah t idak me lakukan perubahan APBD maka pengeluaran 
tersebut d isampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 158 

(1) Perubahan APBD hanya dapat d i l a k u k a n 1 (satu) ka l i dalam 1 (satu) t a h u n 
anggaran, kecual i da lam keadaan luar biasa sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 152 ayat (2) h u r u f e. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan keadaan 
yang menyehahkan estimasi pener imaan dan/atau pengeluaran dalam APBD 
mengalami kena ikan a tau penurunan lebih besar dar i 5 0 % (l ima p u l u h persen). 

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD ak ibat keadaan luar biasa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d ia tur da lam Peraturan Bupat i . 



Pasal 159 

(1) Dalam ha l keadaan luar biasa yang menyehahkan estimasi pener imaan dalam 
APBD mengalami kena ikan lebih dar i 5 0 % (l ima p u l u h persen) sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 158 ayat (2) dapat d i l a k u k a n penambahan Kegiatan baru 
dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan da lam 
t a h u n anggaran herkenaan. 

(2) Da lam ha l keadaan luar biasa yang menyehahkan estimasi penerimaan dalam 
APBD mengalami p e n u r u n a n lebih dar i 5 0 % (l ima p u l u h persen) sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 158 ayat (2) dapat d i l akukan penjadwalan u lang 
dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan la innya 
da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

Bagian Kedelapan 
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Pasal 160 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 153 ayat (2) d isampaikan kepada DPRD pal ing lambat 
minggu pertama bu lan Agustus da lam t a h u n anggaran herkenaan. 

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dihahas bersama dan disepakat i menjadi perubahan 
KUA dan perubahan PPAS pal ing lambat minggu kedua bu lan Agustus da lam 
t a h u n anggaran herkenaan. 

Pasal 161 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang te lah disepakati Bupa t i bersama 
DPRD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 153 ayat (2) menjadi pedoman 
perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: 
a. Program dan Kegiatan baru ; 
b. kr i t e r ia DPA SKPD yang dapat d iubah ; 
c. batas w a k t u penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau 
d. dokumen sebagai l amp i ran me l ipu t i kode rekening perubahan APBD, format 

RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan 
k e b u t u h a n BMD serta dokumen la in yang d i h u t u h k a n . 

(3) Penyampaian sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan pal ing lambat 
minggu ketiga bu lan Agustus t a h u n anggaran herkenaan. 

Pasal 162 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 
perubahan PPAS sebagaimana d imaksud da lam Pasal 161 ayat (2). 

(2) RKA SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan kepada PPKD 
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD. 

Pasal 163 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 ber laku secara muta t i s mutand i s terhadap 
penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD. 



Pasal 164 

(1) DPA SKPD yang dapat d iubah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 161 ayat (2) 
b u r u f b berupa peningkatan a tau pengurangan capaian Sasaran Kinerja 
Program dan Kegiatan dar i yang telab d i te tapkan semula. 

(2) Peningkatan a tau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i formulas ikan dalam perubahan DPA 
SKPD. 

(3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis , obyek, 
r inc ian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum d i l akukan 
perubahan m a u p u n setelah perubahan. 

Pasal 165 

(1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan ba ru dan perubahan DPA SKPD 
yang akan dianggarkan da lam perubahan APBD yang telab d i susun oleb SKPD 
disampaikan kepada TAPD mela lu i PPKD u n t u k diveri f ikasi. 

(2) Verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan oleb TAPD u n t u k 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
b. prak i raan maju yang te lah d isetu ju i ; 
c. dokumen perencanaan la innya; 
d. capaian Kinerja; 
e. ind ika tor Kinerja; 
f. anal isis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebu tuhan BMD; 
i . Standar Pelayanan Min ima l ; dan 

j . Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 
(3) Dalam ha l has i l verif ikasi TAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdapat 

ket idaksesuaian, kepala SKPD me lakukan penyempumaan. 

Pasal 166 

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen 
pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah 
d isempurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) memuat l amp i ran pal ing sedikit terd i r i atas: 
a. r ingkasan APBD yang diklas i f ikasi m e n u r u t kelompok dan jen is pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan; 
b. r ingkasan APBD m e n u m t Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
c. r inc ian APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah, organisasi. Program, 

Kegiatan, kelompok, j en is pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
d. rekapi tu las i Belanja Daerah dan kesesuaian m e n u r u t Urusan Pemerintahan 

daerah, organisasi. Program, dan Kegiatan; 
e. rekapi tu las i Belanja Daerah u n t u k keselarasan dan keterpaduan Urusan 

Pemerintahan daerah dan fungsi da lam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

f. daftar j u m l a h pegawai per golongan dan per j aba tan ; 
g. daftar Piutang Daerah; 
h . daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah la innya; 
i . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

j . daftar perk i raan penambahan dan pengurangan aset la in- la in ; 



k. daftar Kegiatan t a h u n anggaran sebelumnya yang be lum diselesaikan dan 
dianggarkan kembal i da lam t a h u n anggaran herkenaan; 

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan 
m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i atas nota 
keuangan dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan 
APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) memuat l ampi ran pal ing sedikit terd ir i 
atas: 
a. r ingkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasi f ikasi m e n u r u t jen is , 

obyek, dan r inc ian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 
b. penjabaran perubahan APBD m e n u r u t Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, Program, Kegiatan, jen is , obyek, r inc ian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran h ibah ; dan 
d. daftar nama penerima, a lamat penerima, dan besaran ban tuan sosial. 

Pasal 167 

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah d i susun oleh PPKD 
disampaikan kepada Bupat i . 

Bagian Kesembi lan 
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Pasal 168 

Bupa t i wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada 
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung u n t u k dihahas da lam rangka 
memperoleh persetujuan bersama pal ing lambat minggu kedua bu lan September 
t a h u n anggaran herkenaan. 

Pasal 169 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD di laksanakan oleh 
Bupa t i dan DPRD setelah Bupa t i menyampaikan rancangan Perda tentang 
perubahan APBD heserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 
ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD herpedoman pada 
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

Bagian Kesepuluh 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 170 

(1) Pengamhilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD 
d i l akukan oleh DPRD bersama B u p a t i pa l ing lambat 3 (tiga) bu l an sebelum 
t a h u n anggaran herkenaan berakhir . 



(2) Dalam ha l DPRD sampai batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t idak mengambi l keputusan bersama dengan Bupa t i terhadap rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, B u p a t i melaksanakan pengeluaran yang telah 
dianggarkan da lam APBD t a h u n anggaran herkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD d i l akukan setelah 
d i te tapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD t a h u n 
sebelumnya. 

Bagian Kesebelas 
Eva luas i Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

Pasal 171 

(1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah d isetuju i bersama dan 
rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan 
kepada g u b e m u r sebagai wak i l Pemerintah Pusat pal ing lambat 3 (tiga) ha r i 
sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD u n t u k 
dievaluasi sebelum d i te tapkan oleh Bupat i . 

(2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupa t i 
tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang 
disepakati antara Bupa t i dan DPRD. 

(3) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan u n t u k menguj i 
kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 
a. ke tentuan pera turan perundang-undangan yang lebih t inggi; 
b. kepent ingan u m u m ; 
c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

(4) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
hasi l evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih t inggi, kepentingan 
u m u m , perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, 
Bupa t i menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bupa t i 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(5) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T i m u r sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
hasi l evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD t idak sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan yang lebih t inggi, kepentingan 
u m u m , perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, 
Bupa t i bersama DPRD me lakukan penyempumaan pal ing lama 7 (tujuh) ha r i 
sejak has i l evaluasi d i ter ima. 

Pasal 172 

(1) Penyempumaan has i l evaluasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 171 ayat (5) 
d i l akukan Bupa t i mela lu i TAPD bersama dengan DPRD mela lu i badan anggaran. 

(2) Hasi l penyempumaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
keputusan p imp inan DPRD. 

(3) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i jadikan 
dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD. 



(4) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laporkan 
pada sidang p a r i p u m a ber ikutnya . 

(5) Keputusan p imp inan DPRD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d isampaikan 
kepada G u b e m u r Jawa T i m u r u n t u k perubahan APBD pal ing lambat 3 (tiga) 
ha r i setelah keputusan tersebut d i te tapkan. 

BAB IX 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Akuntans i Pemerintah Daerah 

Pasal 173 

(1) Akun tans i Pemerintah Daerah d i laksanakan berdasarkan: 
a. Kebijakan Akun tans i Pemerintah Daerah; 
b. SAPD; dan 
c. BAS u n t u k Daerah, sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Akuntans i Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan oleh enti tas akun tans i dan enti tas pelaporan. 

Pasal 174 

(1) Kebijakan Akun tans i Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
173 ayat (1) h u r u f a, me l ipu t i kebi jakan akun tans i pelaporan keuangan dan 
kebi jakan akun tans i a k u n . 

(2) Kebijakan akun tans i pelaporan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
memuat penjelasan atas u n s u r - u n s u r laporan keuangan yang berfungsi sebagai 
panduan da lam penyajian pelaporan keuangan. 

(3) Kebijakan akun tans i a k u n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mengatur 
definisi, pengakuan, pengukuran , peni la ian, dan/atau pengungkapan transaks i 
a tau perist iwa sesuai dengan SAP. 

Pasal 175 

(1) SAPD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 173 ayat (1) h u r u f b, memuat p i l ihan 
prosedur dan t ekn ik akun tans i da lam me lakukan ident i f ikasi t ransaksi , 
pencatatan pada j u m a l , post ing ke da lam b u k u besar, penyusunan neraca 
saldo, dan penyajian laporan keuangan. 

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit 
me l iput i : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) SAPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l ipu t i sistem akun tans i SKPKD 
dan sistem akun tans i SKPD. 



Pasal 176 

(1) BAS u n t u k Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 173 ayat (1) h u r u f c 
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam me lakukan kodefikasi 
a k u n yang menggambarkan s t r u k t u r APBD dan laporan keuangan secara 
lengkap. 

(2) BAS u n t u k Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber tu juan u n t u k 
mewu judkan stat is t ik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang 
selaras dan terkonsol idasi antara Pemerintah Fhsat dengan Pemerintah Daerah, 
yang me l ipu t i penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 

(3) BAS u n t u k Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan 
bagan a k u n standar Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pasal 177 

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai 
hasi l konsol idasi atas laporan keuangan SKPD selaku enti tas akuntans i . 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i susun dan 
disaj ikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai ent i tas akuntans i pal ing sedikit 
me l iput i : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan 
kepada Bupa t i mela lu i PPKD pal ing lambat 2 (dua) bu lan setelah t a h u n 
anggaran berakhir sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 178 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada Pasal 177 
ayat (1) d i susun dan disaj ikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai ent i tas 
pelaporan u n t u k d isampaikan kepada Bupa t i dalam rangka memenuhi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
pal ing sedikit me l iput i : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan kepada Bupa t i me la lu i sekretaris daerah pal ing lambat 3 (tiga) 
bu lan setelah t a h u n anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 



Pasal 179 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 177 
ayat (1) d i l akukan reviu oleh aparat pengawas interna l pemer intah sesuai 
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan sebelum disampaikan 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan u n t u k d i l akukan pemeriksaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pal ing lambat 3 (tiga) bu lan 
setelah t a h u n anggaran berakhir . 

(3) Dalam ha l Badan Pemeriksa Keuangan be lum menyampaikan laporan hasi l 
pemeriksaan pal ing lambat 2 (dua) bu l an setelah mener ima laporan keuangan 
dar i Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD d ia jukan kepada DPRD. 

Pasal 180 

Bupa t i member ikan tanggapan dan me lakukan penyesuaian terhadap laporan hasi l 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 179 ayat (3). 

Pasal 181 

(1) Dalam rangka memenuh i kewaj iban penyampaian informasi keuangan daerah, 
PA menyusun dan menyaj ikan laporan keuangan SKPD bu lanan dan 
semesteran u n t u k d isampaikan kepada Bupa t i mela lu i PPKD sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka memenuh i kewaj iban penyampaian informasi keuangan daerah, 
PPKD menyusun dan menyaj ikan laporan keuangan bu lanan dan semesteran 
u n t u k d isampaikan kepada Menter i dan menter i yang menyelenggarakan 
u r u s a n pemer intahan d i b idang keuangan sesuai dengan ke tentuan peraturan 
perundang-undangan. 

B A B X 
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 182 

(1) Bupa t i menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan d i l amp i r i laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikht i sar laporan kinerja dan 
laporan keuangan BUMD pal ing lambat 6 (enam) bu lan setelah t a h u n anggaran 
berakhir . 

(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ihahas Bupa t i bersama DPRD u n t u k 
mendapat persetujuan bersama. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i l akukan pal ing lambat 7 (tujuh) bu l an setelah t a h u n anggaran berakhir . 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Bupa t i 
menyiapkan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 



Pasal 183 

(1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 
d ise tu ju i bersama dan rancangan Peraturan Bupa t i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada G u b e m u r Jawa 
T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat pal ing lambat 3 (tiga) har i t e rh i tung sejak 
tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD u n t u k dievaluasi sebelum d i te tapkan oleh Bupat i . 

(2) Hasi l evaluasi d isampaikan oleh G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l 
Pemerintah Pusat kepada Bupa t i pal ing lambat 15 (l ima belas) ha r i t e rh i tung 
sejak d i ter imanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan Peraturan B u p a t i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
has i l evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan Peraturan B u p a t i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang 
APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupa t i tentang penjabaran 
APBD, Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah 
men indak lan ju t i t emuan laporan has i l pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan, Bupa t i menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan 
Peraturan Bupa t i menjadi Peraturan Bupa t i . 

(4) Dalam ha l G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat menyatakan 
has i l evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan rancangan Peraturan B u p a t i tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang 
APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupa t i tentang penjabaran 
APBD, Peraturan Bupa t i tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau t idak 
men indak lan ju t i t emuan laporan has i l pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan, Bupa t i bersama DPRD me lakukan penyempumaan pal ing lama 7 
(tujuh) ha r i t e rh i tung sejak has i l evaluasi d i ter ima. 

Pasal 184 

(1) Dalam ha l da lam w a k t u 1 (satu) bu l an sejak d i ter imanya rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dar i Bupat i , DPRD t idak 
mengambi l keputusan bersama dengan Bupa t i terhadap rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupa t i menyusun dan 
menetapkan Peraturan Bupa t i tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
setelah memperoleh pengesahan G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l 
Pemerintah Pusat. 

(3) U n t u k memperoleh pengesahan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
rancanggm Peraturan Bupa t i tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
heserta lampi rannya d isampaikan pal ing lambat 7 (tujuh) har i t e rh i tung sejak 
DPRD t idak mengambi l keputusan bersama dengan Bupat i terhadap rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Da lam ha l da lam batas w a k t u 15 ( l ima belas) ha r i G u b e m u r Jawa T imur sebagai 
wak i l Pemerintah Pusat t i dak mengesahkan rancangan Peraturan Bupa t i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Bupa t i menetapkan rancangan Peraturan 
Bupa t i tersebut menjadi Peraturan Bupat i . 



BAB X I 
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 185 

(1) Setiap pejabat yang diber i kuasa u n t u k mengelola pendapatan, belanja, dan 
kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan 
se luruhnya dengan tepat w a k t u . 

(2) Pemerintah Daerah mempunya i hak mendahu lu i atas p iu tang j en is ter tentu 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(3) Piutang Daerah yang t idak dapat diselesaikan se luruhnya dan tepat w a k t u , 
diselesaikan sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat 
d i l akukan mela lu i perdamaian, kecual i mengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiannya sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 186 

Piutang Daerah dapat d ihapuskan secara m u t l a k a tau bersyarat dar i p embukuan 
sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
penghapusan p iu tang negara dan Daerah, kecual i mengenai Piutang Daerah yang 
cara penyelesaiannya d i l akukan sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-
undangan. 

Pasal 187 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan 
masalah perdata sebagaimana d imaksud da lam Pasal 185 ayat (4) dan 
penghapusan Piutang Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 186, d ia tur 
da lam Perda tersendir i . 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Investas i Daerah 

Pasal 188 

Pemerintah Daerah dapat me l akukan investasi da lam rangka memperoleh manfaat 
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat la innya. 

Pasal 189 

Ketentuan lebih lan jut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 188 d i a tu r da lam Perda tersendir i . 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Mil ik Daerah 

Pasal 190 

Pengelolaan B M D me l iput i rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 



Bagian Keempat 
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 

Pasal 191 

(1) Bupa t i dapat me lakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bupa t i dapat me lakukan p in jaman sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Biaya yang t i m b u l akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan 
pada anggaran Belanja Daerah. 

BAB X I I 

BADAN LAYANAN UMUM D A E R A H 

Pasal 192 
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam rangka men ingkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), Bupa t i menetapkan kebi jakan fleksihilitas BLUD dalam 
Peraturan Bupa t i yang d i laksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebi jakan fleksihilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan 
pelayanan u m u m terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang d ihas i lkan. 

Pasal 193 

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana d imaksud dalam Pasal 192 ayat (1) 
me l iput i : 
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan u m u m ; 
b. pengelolaan dana k h u s u s u n t u k men ingkatkan ekonomi dan/atau layanan 

kepada masyarakat; dan/atau 
c. pengelolaan wi layah/kawasan ter tentu u n t u k t u j u a n meningkatkan 

perekonomian masyarakat a tau layanan u m u m . 

Pasal 194 

(1) BLUD merupakan bagian dar i Pengelolaan Keuangan Daerah. 
(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang t idak d ip isahkan yang dikelola u n t u k 

menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 
(4) Laporan keuangan BLUD d i susun berdasarkan SAP. 

Pasal 195 

Pembinaan keuangan BLUD d i l a k u k a n oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD 
d i l akukan oleh kepala SKPD yang hertanggungjawah atas Urusan Pemerintahan 
yang bersangkutan. 



Pasal 196 

(1) Se luruh pendapatan BLUD dapat d i gunakan langsung u n t u k membiayai belanja 
BLUD yang bersangkutan. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l ipu t i pendapatan 
yang diperoleh dar i akt iv i tas peningkatan kua l i tas pelayanan BLUD sesuai 
kebu tuhan . 

Pasal 197 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD d i susun 
dan disaj ikan sebagai bagian yang t idak terp isahkan dar i rencana kerja dan 
anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

BAB X I I I 
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 198 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh t indakan melanggar 
h u k u m atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 199 

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN b u k a n bendahara, a tau pejabat la in yang 
karena perbuatannya melanggar h u k u m a tau melala ikan kewajibannya, ba ik 
langsung a tau t idak langsung merug ikan Daerah wajib mengganti kerugian 
d imaksud . 

(2) Penggantian kerugian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib segera 
diselesaikan sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan 

(3) Tata cara penggantian kerug ian daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

BAB X IV 
INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 0 0 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan daerah dan 
d i u m u m k a n kepada masyarakat. 

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit 
memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan 
keuangan. 

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d igunakan 
u n t u k : 
a. membantu Bupa t i da lam menyusun anggaran daerah dan laporan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. membantu Bupa t i da lam m e r u m u s k a n kebi jakan Keuangan Daerah; 
c. membantu Bupa t i da lam me lakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; 
d. menyediakan stat is t ik keuangan Pemerintah Daerah; 
e. m e n d u k u n g keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. m e n d u k u n g penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan 
g. me lakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 



(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) harus m u d a h 
diakses oleh masyarakat dan wajib d isampaikan kepada Menteri dan menter i 
yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan d i b idang keuangan. 

BAB X V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 201 

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah d i laksanakan oleh; 
a. G u b e m u r Jawa T imur sebagai wak i l Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah; 

dan 
b. Bupa t i bagi perangkat daerah. 

Pasal 202 

(1) Pembinaan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 201 d i l akukan dalam ben tuk 
fasil itasi, konsul tans i , pendid ikan dan pelat ihan, serta penel i t ian dan 
pengembangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 201 d i l akukan da lam bentuk 
audi t , reviu, evaluasi, pemantauan, b imbingan teknis , dan bentuk pengawasan 
la innya sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 203 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 201 dan 
Pasal 202 d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 204 

(1) U n t u k mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, 
t ransparan, dan akuntahe l , Bupa t i menyelenggarakan sistem pengendalian 
i n t e m a l atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian i n t e m a l sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 205 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam 
APBD d i l akukan dengan cara supervisi , pemantauan, dan pengevaluasian. 

(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) be r tu juan u n t u k : 
a. memast ikan bahwa DBH sudah d imanfaatkan secara opt imal u n t u k 

membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
sesuai dengan pr ior i tas daerah te rmasuk Urusan Pemerintahan ter tentu 
yang d ia tur da lam pera turan perundang-undangan; 

b. memast ikan bahwa DAU sudah d imanfaatkan secara opt imal u n t u k 
membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
te rutama u n t u k penyediaan pelayanan pub l i k sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 



c. memast ikan bahwa DAK sudah d imanfaatkan secara opt imal u n t u k 
membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan k h u s u s yang menjadi 
kewenangan daerah dan sesuai dengan pr ior i tas nasional pada t a h u n 
anggaran herkenaan. 

(3) Ketentuan mengenai ta ta cara pelaksanaan supervisi , pemantauan, dan 
pengevaluasian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur dalam Peraturan 
Bupat i . 

Pasal 206 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemer intahan berbasis e lektronik 
da lam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2) Penerapan sistem pemer intahan berbasis e lektronik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dapat d i l akukan secara bertahap disesuaikan dengan kondis i 
dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah berkwaj iban menerapkan sistem pemer intahan berbasis 
e lektronik d i b idang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi pal ing 
sedikit me l iput i : 
a. penyusunan Program dan Kegiatan dar i rencana kerja Pemerintah Daerah; 
b. penyusunan rencana kerja SKPD; 
c. penyusunan anggaran; 
d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 
f. akun tans i dan pelaporan; dan 
g. pengadaan barang dan jasa. 

(4) Ketentuan lebih lan ju t mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem 
pemer intahan berbasis e lektronik d i b idang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i a tu r Peraturan Bupat i . 

BAB XV I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 0 7 

Pada saat Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Pacitan, d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 208 

Peraturan Daerah i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada Tanggal 2 - 9 

B 

• 2021 

T I PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 - 9 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

H E R U WIWOHO SP, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 
NOMOR 150-8/2021 



Pasal 208 

Peraturan Daerah i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada Tanggal 2 - 9 - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 - 9 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

H E R U WIWOHO SP, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 
NOMOR 150-8/2021 



Pasal 208 

Peraturan Daerah i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 

Pada Tanggal 2 - 9 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 2 - 9 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 
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